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P  U  T  U  S  A  N  

NOMOR :  54 /  G /  2010 /  PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  yang  memer iksa ,  

memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  pada  

t i ngka t  per tama  dengan  acara  biasa  te lah  menja tuhkan  Putusan  

dengan  per t imbangan- per t imbangan  sebaga imana  te r ura i  d i  

bawah in i ,  da lam perkara  anta ra  :

ERNA SUSANA M. KAPISSA,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  Peker j aan  

Karyawat i  Bank  Papua,  Ber tempat  t i ngga l  d i  

Kompleks  Perumahan  Alam  Indah  Fur ia  

Kotara ja ,  RT.  05,  RW.  01,  Kelu rahan  Vim 

Dis t r i k  Abepura ,  Kota  Jayapura  ;

Dalam  perkara  in i  member ikan  Kuasa  kepada  

NUR  AIDA  DUWILA,  SH. ,  Kewarganegaraan  

Indones ia ,  Peker j aan  Advokat /Konsu l t an  

Hukum,  Ber tempat  t i ngga l  d i  Jalan  Seru i  No.  

10  Dok.  IX  Atas ,  Kota  Jayapura ,  berdasarkan  

Sura t  Kuasa  Khusus  te r t angga l  27  Oktober  

2010 ;

Selan ju tnya  d isebu t  sebaga i  PENGGUGAT ;

M E L A W A N   :

1.  

SEKRETARIS  BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET  DAERAH 

(BPKAD)  PROVINSI  PAPUA,  Tempat  Kedudukan  Ja lan  Soa  Siu  

Dok I I ,  Kota  

Jayapura  ;

Dalam  perkara  in i  member ikan  Kuasa  kepada  

JOHN RICHARD, SH.  dan  PASKALIS LETSOIN,  SH. ,  

Keduanya  Kewarganegaraan  Indones ia ,  

Peker j aan  Advokat ,  berkan to r  d i  Ja lan  
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Cenderawas ih  Blok  I  No.  9  Perumnas  I I I ,  

Kelu rahan  Yabansa i ,  Dis t r i k  Heram,  Kota  

Jayapura ,  berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  

te r t angga l  22 Desember  2010 ;

Selan ju tnya  d isebu t  sebaga i  TERGUGAT ;

2. ANDRIS  KBAREK,  kewarganegaraan  Indones ia ,  Peker j aan  

Pegawai  Neger i  Sip i l  (PNS)  Badan  Penge lo l a  

Keuangan  dan  Aset  Daerah  Prov ins i  Papua,  

Ber tempat  Tingga l  d i  Perumahan  Pemda I I  No.  

H8  Cigombong  Kotara ja ,  Kelurahan  VIM,  

Dis t r i k  Abepura ,  Kota  Jayapura  ;

Dalam  perkara  in i  member ikan  Kuasa  kepada  

JOHN RICHARD, SH.  dan  PASKALIS LETSOIN,  SH. ,  

Keduanya  Kewarganegaraan  Indones ia ,  

Peker j aan  Advokat ,  berkan to r  d i  Ja lan  

Cenderawas ih  Blok  I  No.  9  Perumnas  I I I ,  

Kelu rahan  Yabansa i ,  Dis t r i k  Heram,  Kota  

Jayapura ,  berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  

te r t angga l  22 Desember  2010 ;

Selan ju tnya  disebu t  sebaga i  TERGUGAT  I I  
INTERVENSI  ;

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Jayapura  te rsebu t  :

- Telah  membaca  Sura t  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Jayapura  Nomor  :  54/PEN.MH/2010/PTUN.JPR 

te r t angga l  01 Desember  2010 ten tang  Penunjuk kan Maje l i s  

Hakim ;

- Telah  membaca Sura t  Penetapan  Hakim Ketua  Maje l i s  Nomor  

:        54/PEN- PP/2010/PTUN.JPR te r t angga l  02  Desember  

2010 ten tang  Har i  Pemer iksaan  Pers iapan  ;

- Telah  membaca Sura t  Penetapan  Hakim Ketua  Maje l i s  Nomor  
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:         54/P en.HS/TUN/2010/PTUN.JPR  t er tangga l  10 

Desember  2010 ten tang  Har i  Sidang  ;

- Telah  membaca  Putusan  Sela  Nomor:  54/G/2010 /PTUN.JPR 

te r t angga l  05 Januar i  2011 ;

- Telah  membaca  dan  memer iksa  berkas  perkara  dan  

mendengar  kete rangan  saks i  d i  pers i dangan  ;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  TENTANG DUDUK PERKARA 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Penggugat  te l ah  mengajukan  gugatan  

te r t angga l  22  November  2010  yang  d i t e r ima  Kepani te raan  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  tangga l  24  November  

2010  dengan  Regis te r  Perkara  Nomor  :  54/G/2010 /PTUN.JPR 

te lah  mela lu i  pemer iksaan  pers iapan ,  gugatan  Penggugat  te lah  

disempurnakan  dan  di te r ima  o leh  Maje l i s  Hakim  pada  tangga l  

10  Desember  2010  yang  is i  gugatannya  ada lah  sebaga i  ber i ku t  

;

Menimbang,  Bahwa  yang  menjad i  ob jek  gugatan  dalam 

perkara  in i  ada lah  Surat  Sekretar i s  Badan Pengelo la  Keuangan 

dan Aset  Daerah  (BPKAD) Nomor :  900/149 /2010  Tanggal  11  Mei  

2010 Periha l  Persetu juan  I j i n  Bercera i  ;

Bahwa adapun  yang  menjad i  dasar  dan  alasan  dia j ukan  gugatan  

ada lah  sebaga i  ber i ku t  ;

1. Bahwa  yang  menjad i  obyek  sengketa  dalam  perkara  in i  

ada lah  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  berupa  Sura t  I j i n  

Bercera i  Nomor  :  900/149 /2010  te r t angga l  11  Mei  2010,  

yang  dike lua rkan  oleh  Sekre ta r i s  Badan  Pengelo la  

Keuangan  Dan  Aset  Daerah  Prov ins i  Papua  (buk t i  P.1 ,  

fo to  copy  te r l amp i r )  ;

2. Bahwa  sura t  i j i n  bercera i  te rsebu t ,  secara  resmi  
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dike lua r kan  oleh  Tergugat ,  dan sura t  te r sebu t  d i tu j ukan  

hanya  kepada  Andr i s  Kbarek  yang  ada lah  suami  dar i  

Penggugat  ;

3. Bahwa  Penggugat  baru  mengetahu i  ob jek  sengketa  pada  

tangga l  28 September  2010  ket i ka  dige la rnya  pers i dangan  

di  Pengad i l an  Neger i  Jayapura  dalam  perkara  perda ta  

cera i ,  d imana  obyek  sengketa  di j ad i kan  sebaga i  bukt i  

seh ingga  gugatan  in i  d ia j ukan  masih  da lam  tenggang  

waktu  sebaga imana  di ten tukan  da lam  pasa l  55  Undang-

Undang  Nomor   5  Tahun  1986  Jo.  Undang- Undang  Nomor  51  

Tahun  2009,  yang  is i  dar i  pasa l  te rsebu t  berbuny i :  

“Gugatan  dapat  d ia j ukan  dalam  tenggang  waktu  Sembi lan  

puluh  har i  te rh i t u ng  se jak  saat  d i te r imanya  atau  

diumumkannya  Keputusan  Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha 

Negara”  ;

4. Bahwa  dengan  di te rb i t k annya  obyek  sengketa  te rsebu t ,  

kepent i ngan  Penggugat  sangat  d i rug i kan ,  yang  dapat  

d iu ra i kan  sebaga i  ber i ku t  ;

a. Bahwa  Penggugat  ada lah  is t r i  sah  dar i  Andr i s  Kbarek  

yang  te lah  melangsungkan  perkawinan  menuru t  agama 

Kr is t en  yakn i  d ibe rka t i  d i  Gere ja  Kr is t en  In j i l i  Di  

Tanah  Papua,  Jemaat  Abiga i l  KBS Yafdas ,  Klas i s  Biak  

Sela tan  dan juga  te lah  dida f t a r kan  pada  Kanto r  Cata tan  

Sip i l  Kabupaten  Biak  Numfor  pada  tangga l  10  ju l i  2004  

dengan  akta  perkawinan  nomor  :  474.2 /011 /V I I / 2 004  

(buk t i  P.2  te r l amp i r )  dan  da lam  perkawinan  Penggugat  

te l ah  melah i r kan  2 (dua)  orang  anak  yang  masih  kec i l -

kec i l  dan  masih  d ibawah  umur ,  yang  masing- masing  

bernama  :  JEAN  PATRICIA  KBAREK,  yang  lah i r  pada  

tangga l  3  Januar i  2005  dan  JUAN VALENTINO KBAREK yang  

lah i r  d i  Jayapura  pada tangga l  14 Februar i  2006  (buk t i  

P.3  te r l amp i r )  ;

b. Bahwa  Penggugat  sebaga i  umat  Kr i s t i a n i  memegang 

Pr ins i p  bahwa  perkawinan  ada lah  ika tan  yang  suc i  dan  

4
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perkawinan  yang  te lah  dipe rsa tukan  oleh  Tuhan  t i dak  

dapat  d ip i sahkan  oleh  manusia ,  maka  bagi  Penggugat  

t i dak  ada  percera i an  seh ingga  dengan  adanya  obyek  

sengketa  te rsebu t  te lah  merug ikan  kepent i ngan  

Penggugat  ;

c . Bahwa Penggugat  pada  saat  s idang  sangat  kaget  mel iha t  

suami  Penggugat  yang  diwak i l i  o leh  Kuasa  Hukumnya 

menjad i kan  obyek  sengketa  sebaga i  bukt i  padaha l  se lama  

in i  atasan  dar i  suami  Penggugat  t i dak  pernah  memanggi l  

Penggugat  untuk  dimin ta i  kete rangan  ten tang  

Permohonan  suami  Penggugat  kepada  atasannya  untuk  

di te rb i t k an  obyek  sengketa  padaha l  sesua i  yang  dia tu r  

da lam Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor.  45  Tahun  1990  pasa l  

6  ayat  (1 ) ,  (2 ) , dan  (3 )  atasan  suami  Penggugat  waj i b  

memanggi l  Penggugat  untuk  dimin ta i  kete rangan  ten tang  

permasa lahan  rumah tangga  Penggugat  ;

5. Bahwa  dengan  di te rb i t k annya  obyek  sengketa ,  Tergugat  

te l ah  melanggar  Pera tu ran  Perundang- Undangan  dan  Asas-

asas  Umum Pemer in tahan  Yang Baik  sebaga imana  d ia tu r  da lam 

pasa l  53 ayat  2 (a )  Undang- Undang Nomor  9 Tahun 2004 yang  

berbuny i  “  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  d iguga t  i t u  

ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber l aku . ” ,  dan  ayat  2  (b )  yang  berbuny i  :  “  Keputusan  

Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  yang  d iguga t  i t u  ber ten tangan  

dengan  asas- asas  umum pemer in tahan  yang  ba ik .  “  Yang 

dapat  d iu ra i kan  sebaga i  ber i ku t  ;

a. Ber ten tangan  Dengan  Pera tu ran  Perundang- Undangan  ;

- Bahwa  sesua i  dengan  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  45 

Tahun  1990  dalam  pasa l  6  ayat  (1 )  berbuny i  bahwa 

“Pe jaba t  yang  mener ima  permin taan  iz i n  untuk  

melakukan  percera i an  sebaga imana  dimaksud  dalam pasa l  

3,  waj i b  memperhat i kan  dengan  seksama  alasan- alasan  

yang  dikemukakan  dalam  permin taan  i j i n  dan  

per t imbangan  dar i  atasan  pegawai  neger i  s ip i l  yang  
Hal .  5 dar i  51 Hal .  Putusan  No.  54/G/2010 /PTUN.JPR
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bersangku tan . ”  Sedangkan  da lam  ayat  (2 )  berbuny i  

bahwa “  Apabi l a  alasan- alasan  dan  syara t - syara t  yang  

dikemukakan  dalam  permin taan  i j i n  te rsebu t  kurang  

meyak inkan ,  maka  pe jaba t  harus  meminta  kete rangan  

tambahan  dar i  i s t r i / s u ami  dar i  pegawai  neger i  s ip i l  

yang  mengajukan  permin taan  i j i n  i t u  dar i  p ihak  la i n  

yang  dipandang  dapat  member ikan  kete rangan  yang  

meyak inkan  dalam  ayat  (3 )  berbuny i  bahwa  “sebe lum  

mengambi l  keputusan  pejaba t  berusaha  leb ih  dahulu  

merukunkan  kembal i  suami - is t r i  yang  bersangku tan  

dengan  cara  memanggi l  mereka  secara  langsung  untuk  

dibe r i  nasehat . ”  ;

- Bahwa te rnya ta  Terguga t  t i dak  melakukan  seper t i  yang  

di ten tukan  dalam  pasa l  6  ayat  (1 ) , ( 2 )  dan  (3)  

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  45  Tahun  1990  te rsebu t  

karena  se lama  in i  Penggugat  se laku  is t r i  dar i  Andr i s  

Kbarek  t i dak  pernah  dipangg i l  untuk  dikon f i rmas i  

mengenai  penyebab  permasa lahan  dalam  dalam  rumah 

tangga  Penggugat  dan  suami  Penggugat  seh ingga  suami  

dar i  Penggugat  mengajukan  permohonan  i j i n  cera i  ;

- Penggugat  t i dak  pernah  dipangg i l  untuk  diper t emukan  

dengan  suami  Penggugat  d idepan  pejaba t  yang  

bersangku tan  untuk  supaya  merukunkan  kembal i  

Penggugat  dan  suami  Penggugat  ;

- Penggugat  t i dak  pernah  dipangg i l  untuk  dibua tkan  

Ber i t a  Acara  Pemer iksaan  yang  akan  digunakan  sebaga i  

bahan  ru jukan  untuk  di te r b i t k annya  obyek  sengketa  ;

Dengan  demik ian  maka  obyek  sengketa  yang  di te r b i t k an  

oleh  Tergugat  ber ten tangan  dengan  Pera tu ran  Perundang-

Undangan  ;

6
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b.

Ber ten tangan  Dengan  Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  yang  

Baik  ;

Bahwa perbua tan  Tergugat  sebaga imana  diu ra i kan  dia tas ,  

je l as - je l as  ber ten tangan  dengan  asas- asas  :

-

Melanggar  asas  Kepast i an  hukum  ;

Bahwa Tergugat  da lam  menerb i t kan  Sura t  I j i n  Bercera i ,  

t i dak  melaksanakan  atu ran  seper t i  yang  d ia tu r  da lam 

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  45  Tahun  1990  da lam pasa l  6 

ayat  (1 ) ,  (2 )  dan  (3) .  Karena  t i dak  mela lu i  prosedur  

tahapan  seper t i  yang  dia tu r  da lam Pera tu ran  Pemer in tah  

Nomor  45 Tahun 1990 dalam pasa l  6 ayat  (1 ) ,  (2 )  dan (3 )  

maka  t i dak  ada  kepas t i an  hukum  ;

- Melanggar  asas  te r t i b  penye lenggaraan  Negara  ;

Selaku  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara ,  seharusnya  Tergugat  

melaksanakan  te r t i b  penye lenggaraan  Negara ,  d imana  

Tergugat  se laku  Sekre ta r i s  Badan Pengelo la  Keuangan  dan  

aset  Daerah ,  t i dak  berwenang  mengeluarkan  Sura t  I j i n  

Bercera i  te tap i  dengan  Terguga t  te l ah  mengeluarkan  

Sura t  I j i n  Bercera i  maka Tergugat  te l ah  melanggar  asas  

te r t i b    penye lenggaraan  Negara  ;

- Melanggar  asas  Keterbukaan  ;

Bahwa  dengan  Tergugat  hanya  mener ima  secara  sep ihak  

Hal .  7 dar i  51 Hal .  Putusan  No.  54/G/2010 /PTUN.JPR
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sura t  permohonan  i j i n  yang  dia jukan  o leh  suami  dar i  

Penggugat ,  tanpa  memanggi l  dan  tanpa  member i t ahukan  

permohonan  i j i n  te rsebu t  kepada  Penggugat ,  maka 

Tergugat  te lah  melanggar  asas  kete rbukaan  ;

6. Bahwa  dengan  demik ian ,  Tergugat  sebaga i  Pejaba t  Tata  

Usaha  te lah  t i dak  melaksanakan  asas- asas  umum 

pemer in tahan  yang  baik  ya i t u  mencakup  baik  asas- asas  

fo rmi l  yang  berhubungan  dengan  prosedur  maupun  perumusan  

keputusan  khususnya  dar i  seg i  asas  kepast i an  hukum 

menginga t  seorang  Pegawai  Neger i  Sip i l  sebaga i  unsure  

apara tu r  Negara ,  abd i  Negara  dan  abd i  masyaraka t  

d iha rapkan  dapat  menjad i  te l adan  yang  baik  bag i  

masyaraka t  da lam  t i ngkah  laku ,  t i ndakan  dan  ketaa tan  

kepada  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  dan oleh  

karenanya  bera lasan  hukum sura t  i j i n  Tergugat  te rsebu t  

Haruslah  Dinyatakan  Bata l  Atau  Tidak  Sah Menurut  Hukum ;

Berdasarkan  ura ian - ura ian  sebaga imana  te rsebu t  d ia tas ,  mohon 

Bapak  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Jayapura  cq  Maje l i s  

Hakim  Pemer iksa  Perkara  in i  untuk  memer iksa  dan  mengadi l i  

ser ta  memutuskan  sebaga i  ber i ku t  ;

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  se lu ruhnya  ;

2. Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  sura t  i j i n  Percera ian  

yang  di te rb i t k an  oleh  Tergugat  te r t angga l  11  Mei  2010  

Nomor  :  900/149 /2010  te rsebu t  ;

3. Memer in tahkan  Tergugat  untuk  mencabut  sura t  i j i n  cera i  

Nomor  :  900/149 /2010  te r t angga l  11  Mei  2010  ;

4. Menghukum Tergugat  untuk  membayar  biaya  perkara  yang  

t imbu l  da lam  perkara  in i  ;
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Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  Penggugat  te rsebu t ,  

Pengad i l an  te l ah  memanggi l  p ihak  ke  3  ( t i ga )  ya i t u  ANDRIS 

KBAREK,  sebaga i  pemegang  Sura t  Sekre ta r i s  Badan  Pengelo la  

Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD)  Nomor  :  900/149 /2010  

Tangga l  11 Mei  2010 Per iha l  Perse tu j uan  I j i n  Bercera i  (ob jek  

sengketa )  dengan  Sura t  Nomor  :  W4.TUN4/748/HK.06 /X I I / 2 010  

te r t angga l  20  Desember  2010  dan  p ihak  ke  3  ( t i ga )  te rsebu t  

te lah  mengajukan  permohonan  untuk  masuk  sebaga i  p ihak  

in t e r vens i  da lam  perkara  Nomor  :  54/G/2010 /PTUN.JPR dengan  

sura t  permohonan  Nomor  :  012/KA- JR/XI I / 2 010 ,  te r t angga l  30  

Desember  2010 ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  permohonan  in t e r vens i  

te rsebu t ,  secara  l i san  d i  pers i dangan  pihak  Penggugat  dan  

Tergugat  t i dak  berkebera tan  dan  Maje l i s  Hakim  te l ah  

mengambi l  s ikap  mela lu i  Putusan  Sela  Nomor  :  

54/G/2010 /PTUN.JPR  Tangga l  05  Januar i  2011,  dengan  

mendudukkan  ANDRIS KBAREK sebaga i  Tergugat  I I  In te r vens i  ;

Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  Penggugat  te rsebu t  d i  

atas ,  Tergugat  te lah  mengajukan  Jawaban  te r t angga l  14  

Januar i  2011 yang  is i n ya  sebaga i  ber i ku t  ;

Bahwa  pada  dasarnya  Tergugat ,  menyatakan  secara  tegas  

menolak  se lu ruh  da l i l - da l i l  dan  argument  yang  disampaikan  

oleh  Penggugat  sebaga imana  dalam  sura t  gugatannya  dan  

seka l i gus  pula  Tergugat  menyampaikan  bantahan  te rhadap  pokok  

perkara  (ve rweer  ten  pr inc i pa l e ) ,  karena  t i dak  sesua i  dengan  

fak ta - fak ta  dan  kebenaran  hukum sebaga imana  kenyataan  yang  

sebenarnya ,  kecua l i  ha l - ha l  yang  secara  tegas  diaku i  

kebenarannya  oleh  Tergugat  da lam tanggapan  dan jawaban  in i  ;

I . DALAM EKSEPSI

a. Lampau waktu  ;

Hal .  9 dar i  51 Hal .  Putusan  No.  54/G/2010 /PTUN.JPR
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Bahwa  gugatan  yang  dia j ukan  oleh  Penggugat  dan  atau  

Kuasanya  t i dak  sesua i  dengan  keten tuan  pasa l  55 ayat  1,  

yakn i  da lam tenggang  waktu  90 har i .  Bahwa Penggugat  dan  

atau  Kuasanya  mengetahu i  adanya  obyek  sengke ta  bukan  

pada  tangga l  28  September  2010  (saa t  pemer iksaan  bukt i  

te r t u l i s  d i  Pers idangan  Pengad i l an  Neger i  Klas  I  A 

Jayapura ) .  Tetap i  Penggugat  dan  atau  Kuasanya  

mengetahu i  adanya  obyek  sengketa  pada  saat  gugatan  

dida f t a r kan  di  Kepan i t e raan  Pengad i l an  Neger i  Klas  I  A 

Jayapura  pada tangga l  4 Jun i  2010,  karena  pada saat  i t u  

kuasa  dar i  Penggugat  (Kuasa  Terguga t  d i  Pengad i l an  

Neger i )  menanyakan  kepada  Kuasa  Tergugat  (Kuasa  

Penggugat  d i  Pengad i l an  Neger i )  dan  juga  kuasa  dar i  

Penggugat  (dahu lu  Kuasa  Tergugat  d i  Pengad i l an  Neger i )  

menelpon  langsung  pada  Tergugat  I I  In te r vens i  (dahu lu  

Penggugat  d i  Pengad i l an  Neger i )  sek i t a r  bu lan  Jun i  2010  

(se lang  beberapa  har i  sete lah  gugatan  dida f t a r kan )  ;

b. Gugatan  kabur  (obscuur  l i be l )  ;

Bahwa Penggugat  da lam gugatannya  pada  halaman  2  pos i t a  

angka  4 huru f  c ,  mendal i l k an  bahwa obyek  sengketa  yang  

di t e rb i t k an  Tergugat  t i dak  sesua i  dengan  Pera tu ran  

pemer in tah  No.  45  Tahun  1990  Pasal  6  ayat  1,2 ,dan  3.  

Dal i l  da lam pos i t a  dimaksud  adalah  dal i l  yang  mengada-

ada  dan  te rkesan  ngawur ,  karena  se jak  NKRI  did i r i k an  

kurang  leb ih  65  tahun  s i l am  dar i  sek ian  ra tus  produk  

Pera tu ran  Pemer in tah  yang  dike lua rkan  oleh  Pemer in tah ,  

t i dak  ada  satu  pun  pera tu ran  yang  dike lua rkan  oleh  

Pemer in tah ,  t i dak  ada  satu  pun  Pera tu ran  yang  

dike lua r kan  oleh  Pemer in tah  seper t i  apa yang  dida l i l k a n  

oleh  Penggugat  dalam  satu  pos i t a  gugatannya .  Juga  

mengenai  gugatan  Penggugat  yang  di tu j u kan  kepada  

Sekre ta r i s  Badan  Pengelo la  Keuangan  Aset  dan  Daerah  

Prov ins i  Papua  ada lah  kurang  lengkap ,  karena  baik  

Kepala  Badan  maupun  Sekre ta r i s  Badan  ada lah  pelaksana  

tugas  ked inasan  dar i  Kepala  Daerah  In  casu  Gubernur  
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Prov ins i  Papua,  ha l  in i  Nampak  je l as  bahwa  obyek  

sengketa  yang  di te rb i t k an  oleh  Sekre ta r i s  Badan,  atas  

nama Kepala  Badan  dan  tembusannya  d isampaikan  kepada  

Gubernur  Prov ins i  Papua  sebaga i  lapo ran .  Sehingga  

mest inya  gugatan  Penggugat  d i t u j u kan  kepada  Gubernur  

Prov ins i  Papua  cq  Kepala  Badan  Penge lo l a  Keuangan  dan  

Aset  Daerah  Prov ins i  Papua  cq  Sekre ta r i s  Badan  

Pengelo la  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Prov ins i  Papua  ;

Bahwa berdasarkan  se lu ruh  dal i l - da l i l  dan argument  yang  

disampaikan  Tergugat  d ia tas  ada lah  berdasar  hukum,  dan  

mohon  kepada  Maje l i s  Hakim  Pemer iksa  Perkara  in i ,  

menyatakan  gugatan  dar i  Penggugat  ada lah  kabur  atau  

t i dak  je l as  (v ide  yur i sp rudens i  MARI  No.  601  

K/S ip /1975 ,  jo .  No.  1424  K/S ip /1975 .  Yur i sp rudens i  MARI 

No.  1566  K/Pdt / 1983 ,  tangga l  13  September  1984.  Dan 

patu t  untuk  di to l a k  atau  set i dak - t i daknya  dinya takan  

t i dak  dapat  d i t e r ima  (N ie t  Onvanke l i j k  Verk laa rd )  ;

I I . JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

Bahwa  se lu ruh  dal i l ,  argument  ser ta  dasar  hukum  yang  

te lah  disampaikan  sebe lumnya  pada  bag ian  ekseps i  d ia tas  

mohon  secara  propors i ona l  te rmuat  dan  secara  mutat i s  

mutand is  menjad i  bag ian  yang  t i dak  te rp i sahkan  dar i  

se lu ruh  dal i l - da l i l ,  argument  ser ta  dasar  hukum  pada  

bag ian  da lam  pokok  perkara  ;

1. Bahwa  di tegaskan  kembal i ,  bahwa  Tergugat  pada  

pr ins i pnya  menyatakan  menolak  secara  tegas  se lu ruh  

dal i l - da l i l  dan argument  da lam Sura t  Gugatan  Penggugat ,  

kecua l i  yang  kebenarannya  secara  tegas  dan  te r t u l i s  

d iaku i  o leh  Tergugat  ;

Hal .  11 dar i  51 Hal .  Putusan  No.  54/G/2010 /PTUN.JPR
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2. Jawaban  pada  Pos i ta  2  dan  3  ;

Bahwa benar  yang  menjad i  obyek  sengketa  dalam  perkara  

in i  ada lah  Sura t  I j i n  Bercera i  Nomor  :  900/149 /2010 ,  

tangga l  11  Mei  2010  ;

Bahwa  t i dak  ada  kewaj i ban  hukum bag i  Tergugat  untuk  

member ikan  sa l i nan  ataupun  tembusan  dar i  obyek  sengke ta  

(v i de  Sura t  Edaran  BAKN Nomor  :  8/SE/1983 ,  tangga l  26  

apr i l  1983,  ten tang  I j i n  Perkawinan  Dan Percera ian  Bagi  

Pegawai  Neger i  Sip i l  bag ian  I I I  huru f  f  angka  3,4 ,5  ;

Bahwa  t i dak  benar  ka lau  Penggugat  dan  atau  Kuasanya  

baru  mengetahu i  adanya  obyek  sengke ta  pada  tangga l  28  

September  2010.  Bahwa  obyek  sengketa  te l ah  d ike tahu i  

Penggugat  dan  atau  Kuasanya  lewat  Kuasa  Terguga t  I I  

In te r vens i  pada  bulan  Jun i  saat  Gugatan  Percera ian  

dida f t a r kan  di  Kepan i t e raan  Pengad i l an  Neger i  Klas  IA  

Jayapura ,  dan  juga  Kuasa  Penggugat  menanyakan  kepada  

Tergugat  I I  In te r vens i  v ia  te l pon  se lu l a r  saat  Terguga t  

I I  In te r vens i  berada  di  Kantor ,  yakn i  pada har i  sen in  8  

Jun i  2010.  Dan  oleh  Penggugat  send i r i  (p r i n c i pa l )  

keberadaan  obyek  sengketa  dike tahu i  saat  d i l akukan  

medias i  o leh  Media to r  (sa lah  seorang  Hakim PN Jayapura )  

pada  har i  sen in  tangga l  19  Jun i  2010,  yang  dihad i r i  

send i r i  o leh  Penggugat  (p r i n c i pa l ) ,  Terguga t  I I  

In te r vens i  dan  Media to r  tanpa  didamping i  o leh  Kuasa  

Hukum  masing- masing  ;

3. Jawaban  Posi ta  4a  ;

Bahwa benar  anta ra  Penggugat  dan Tergugat  I I  In te r vens i  
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te l ah  melakukan  perkawinan  /pe rn i kahan  di  Kanto r  

Cata tan  Sip i l  dan  Nikah  Gere ja  ;

Bahwa benar  dar i  has i l  perkawinan  anta ra  Penggugat  dan  

Tergugat  I I  In te r vens i  te l ah  dika run ia i  2  (dua)  orang  

anak,  yakn i  Jean  Pat r i c i a  Kbarek  dan  Juan  Valen t i no  

Kbarek  ;

4. Posi t a  4b  dan  4c  Terguga t  t i dak  akan  menanggap inya  

karena  atu ran  hukum  yang  dimaksudkan  oleh  Penggugat  

ada lah  kabur  dan  t i dak  je l as  ;

5. Jawaban Posi ta  5

Bahwa Tergugat  da lam menerb i t kan  obyek  sengketa  sesua i  

dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber l aku .  Bahwa 

untuk  d ike tahu i  o leh  Penggugat  bahwa  dasar  

di te rb i t k annya  obyek  sengketa  adalah  Sura t  Permohonan  

I j i n  Bercera i  dar i  Tergugat  I I  In te r vens i  te r t angga l  14  

Mei  2010  dengan  alasan  hukum “  bahwa Perkawinan  anta r  

Penggugat  dan  Terguga t  I I  In te r vens i  sudah  t i dak  dapat  

d ipe r t ahankan  lag i  karena  anta ra  Penggugat  dan Tergugat  

I I  In te r vens i  sudah  t i dak  dapat  d ipe r t ahankan  lag i  

karena  anta ra  Penggugat  dan  Tergugat  I I  In te r vens i  

sebaga i  Suami ,  Is t r i  te rus  menerus  te r j ad i  perse l i s i h an  

dan  per tengkaran  dan  t i dak  ada  harapan  untuk  h idup  

rukun  lag i  da lam  rumah  tangga  (v i de  pasa l  19  huru f  f  

Undang- Undang  No.  1  Tahun  1974)  ;

Untuk  dike tahu i  o leh  Penggugat  dan  Kuasanya  bahwa 

kere takan  rumah tangga  anta ra  Penggugat  dan Tergugat  I I  

In te r vens i  mula i  te r j ad i  sete lah  3  ( t i ga )  bu lan  

menja lan i  bahte ra  keh idupan  rumah  tangga  dan  puncaknya  

te r j ad i  pada tangga l  20 Februar i  2009,  d imana  Penggugat  

mencac i  maki  ke lua rga  Tergugat  I I  In te r vens i  dengan  

Hal .  13 dar i  51 Hal .  Putusan  No.  54/G/2010 /PTUN.JPR
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kata - kata  koto r  ser ta  merendahkan  martaba t  ke lua rga  

Tergugat  I I  In te r vens i .  Dan  dengan  ke jad ian  in i  

Penggugat  mengus i r  Tergugat  I I  In te r vens i  ke lua r  dar i  

rumah  sampai  dengan  saat  in i  ;

Bahwa dengan  adanya  ke jad ian  te rsebu t ,  Pihak  kanto r  In  

casu  Kepala  Badan  se laku  Pimpinan  secara  ked inasan  

te l ah  beru lang  ka l i  berusaha  untuk  merukunkan  kembal i  

keh idupan  rumah tangga  anta ra  Penggugat  dan Tergugat  I I  

In te r vens i ,  namun  Penggugat  send i r i  t i dak  pernah  mau 

menunjukkan  i t i k ad  baik  ser ta  t i dak  mau sama  seka l i  

untuk  iku t  te r l i b a t  da lam  keg ia tan  Dharma  Wani ta .  

Bahkan  is t r i  Kepala  badan  se laku  Pembina  Dharma Wani ta  

di  Kanto r  Badan  Pengelo la  Keuangan  dan  Aset  Daerah  

te l ah  mencoba  secara  keke lua rgaan  untuk  merukunkan  

kembal i  namun hal  te rsebu t  juga  t i dak  d i t anggap i  o leh  

Penggugat  ;

Bahwa  guna  menjaga  dan  mempertahankan  harka t  dan  

martaba t  se laku  apara tu r  Negara  pada  pr i sn i pnya ,  atas  

nama Kepala  Badan  Penge lo l a  Keuangan  dan  Aset  Daerah  

Prov ins i  Papua,  sete lah  berkoord inas i  dengan  Kabag  

Kepegawaian  Prov ins i  Papua,  Terguga t  se laku  Sekre ta r i s  

Badan Pengelo la  Keuangan  dan Aset  Daerah  Prov ins i  Papua 

menerb i t kan  obyek  sengke ta  ;

Bahwa penerb i t an  obyek  sengketa  oleh  Sekre ta r i s  Badan  

ada lah  dibenarkan  secara  hukum karena  Sekre ta r i s  Badan  

merupakan  atasan  langsung  dar i  Tergugat  I I  In te r vens i  

dan  Sekre ta r i s  sesua i  dengan  TUPOKSI  (Tugas  Pokok  Dan 

Fungs i )  Sekre ta r i s  dan  st ruk tu r  organ isas i  Badan  

Pengelo la  Keuangan  dan Aset  Daerah  Prov ins i  Papua (v ide  

Pera tu ran  Daerah  Prov ins i  Papua No.  11 Tahun 2008)  yang  

ada  pada  Kanto r  Badan  Pengelo la  Keuangan  dan  Aset  

Daerah  Prov ins i  Papua,  adalah  melaksanakan  tugas  

ked inasan  la i nnya  sesua i  ins t r uks i  atasan  ;
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6. Posi t a  5a  Tergugat  t i dak  akan  menanggap inya  karena  

atu ran  hukum  yang  dimaksudkan  oleh  Penggugat  ada lah  

Kabur  dan  t i dak  je l as  ;

7. Jawaban  Posi ta  5b  ;

Bahwa  Tergugat  da lam  menerb i t kan  Sura t  I j i n  Bercera i  

te lah  sesua i  dengan  Undang- Undang,  Pera tu ran  

Pemer in tah ,  Pera tu ran  Menter i  Dalam  Neger i  ser ta  

Pera tu ran  Daerah  dan sesua i  asas  Ter t i b  Penye lenggaraan  

Negara  dan  Asas  Keterbukaan  ;

Karena  se laku  Sekre ta r i s  Badan  Pengelo la  Keuangan  dan  

Aset  Daerah  Prov ins i  Papua,  Sekre ta r i s  Badan  ada lah  

atasan  langsung  dar i  Tergugat  I I  In te r vens i  demik ian  

pula  da lam  penandatanganan  DP3.  Bahwa  Tergugat  da lam 

menerb i t kan  obyek  sengketa  t i dak  mempunyai  kewaj i ban  

hukum  untuk  member ikan  sa l i nan  atau  tembusan  kepada  

Penggugat  (v i de  Sura t  Edaran  BAKN No.  8  Tahun  1983  

tangga l  26  Apr i l  1983.  Bahwa  untuk  d ike tahu i  o leh  

Penggugat  dan  Kuasanya,  saat  penerb i t an  obyek  sengketa  

Tergugat  sudah  berusaha  menghubung i  Penggugat  namun 

te lah  pindah  ke  Jakar ta .  Kalau  Penggugat  mempunyai  

i t i k ad  baik  ser ta  merasa  sebaga i  seorang  is t r i  Pegawai  

Neger i  Sip i l ,  seka l i gus  sebaga i  anggota  Dharma Wani ta ,  

maka  kep indahan  te rsebu t  harus  sepengetahuan  Tergugat  

I I  In te r vens i .  Hal  in i  juga  te l ah  disampaikan  oleh  

Tergugat  I I  In te r vens i  se laku  suami ,  namun  t i dak  

di t anggap i  ;

8. Jawaban  Posi ta  6  ;

Bahwa Tergugat  da lam menerb i t kan  obyek  sengketa ,  t i dak  

ber ten tangan  dengan  asas- asas  umum pemer in tahan  yang  
Hal .  15 dar i  51 Hal .  Putusan  No.  54/G/2010 /PTUN.JPR
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baik ,  karena  di l akukan  secara  Prosedura l  dan  berdasar  

hukum  seh ingga  mempunyai  kepas t i an  hukum  ;

Berdasarkan  se lu ruh  ura ian  di  atas ,  maka dengan  in i  Tergugat  

mohon  kepada  Maje l i s  Hakim  Pemer iksa  Perkara  in i ,  

menja tuhkan  putusan  dengan amar  sebaga i  ber i ku t  ;

I . Dalam  ekseps i  ;

- Mener ima  Ekseps i  Tergugat  untuk  se lu ruhnya  ;

- Menyatakan  gugatan  Penggugat  di to l a k  se lu ruhnya  atau  

set i dak - t i daknya  dinya takan  t i dak  dapat  d i te r ima  (n ie t  

onvanke l i j k  verk l aa rd )  ;

I I .

Dalam Pokok  Perkara  ;

- Menolak  gugatan  Pengugat  untuk  se lu ruhnya  ;

- Menyatakan  sah  dan  berdasar  hukum sura t  i j i n   bercera i  

No.  900/149 /2010 ,  tangga l  11  Mei  2010  ;

- Menghukum Penggugat  untuk  membayar  se lu ruh  perkara  ;

Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  Penggugat  te rsebu t  

Tergugat  I I  In te r vens i  te l ah  pula  mengajukan  Jawabannya  

te r t angga l  14 Januar i  2011 yang  is i nya  sebaga i  ber i ku t  ;

Bahwa  pada  dasarnya  Tergugat  I I  In te r vens i ,  menyatakan  

secara  tegas  menolak  se lu ruh  dal i l - da l i l  dan  argument  yang  

disampaikan  o leh  Penggugat  sebaga imana  da lam  sura t  

gugatannya  dan seka l i gus  pula  Tergugat  menyampaikan  bantahan  

te rhadap  pokok  perkara  (ve rweer  ten  pr inc i pa l e ) ,  karena  
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t i dak  sesua i  dengan  fak ta - fak ta  dan  kebenaran  hukum 

sebaga imana  kenyataan  yang  sebenarnya ,  kecua l i  ha l - ha l  yang  

secara  tegas  diaku i  kebenarannya  oleh  Terguga t  da lam 

tanggapan  dan jawaban  in i  ;

I . DALAM EKSEPSI

a. Lampau waktu  ;

Bahwa  gugatan  yang  dia j ukan  oleh  Penggugat  dan  atau  

Kuasanya  t i dak  sesua i  dengan  keten tuan  pasa l  55 ayat  1,  

yakn i  da lam tenggang  waktu  90 har i .  Bahwa Penggugat  dan  

atau  Kuasanya  mengetahu i  adanya  obyek  sengke ta  bukan  

pada  tangga l  28  September  2010  (saa t  pemer iksaan  bukt i  

te r t u l i s  d i  Pers idangan  Pengad i l an  Neger i  Klas  I  A 

Jayapura ) .  Tetap i  Penggugat  dan  atau  Kuasanya  

mengetahu i  adanya  obyek  sengketa  pada  saat  gugatan  

dida f t a r kan  di  Kepan i t e raan  Pengad i l an  Neger i  Klas  I  A 

Jayapura  pada tangga l  4 Jun i  2010,  karena  pada saat  i t u  

kuasa  dar i  Penggugat  (Kuasa  Terguga t  d i  Pengad i l an  

Neger i )  menanyakan  kepada  Kuasa  Tergugat  (Kuasa  

Penggugat  d i  Pengad i l an  Neger i )  dan  juga  kuasa  dar i  

Penggugat  (dahu lu  Kuasa  Tergugat  d i  Pengad i l an  Neger i )  

menelpon  langsung  pada  Tergugat  I I  In te r vens i  (dahu lu  

Penggugat  d i  Pengad i l an  Neger i )  sek i t a r  bu lan  Jun i  2010  

(se lang  beberapa  har i  sete lah  gugatan  dida f t a r kan )  ;

b. Gugatan  kabur  (obscuur  l i be l )  ;

Bahwa Penggugat  da lam gugatannya  pada  halaman  2  pos i t a  

angka  4 huru f  c ,  mendal i l k an  bahwa obyek  sengketa  yang  

di t e rb i t k an  Tergugat  t i dak  sesua i  dengan  Pera tu ran  

pemer in tah  No.  45  Tahun  1990  Pasal  6  ayat  1,2 ,dan  3.  

Dal i l  da lam pos i t a  dimaksud  adalah  dal i l  yang  mengada-

ada  dan  te rkesan  ngawur ,  karena  se jak  NKRI  did i r i k an  

kurang  leb ih  65  tahun  s i l am  dar i  sek ian  ra tus  produk  

Pera tu ran  Pemer in tah  yang  dike lua rkan  oleh  Pemer in tah ,  

t i dak  ada  satu  pun  pera tu ran  yang  dike lua rkan  oleh  
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Pemer in tah ,  t i dak  ada  satu  pun  Pera tu ran  yang  

dike lua r kan  oleh  Pemer in tah  seper t i  apa yang  dida l i l k a n  

oleh  Penggugat  dalam  satu  pos i t a  gugatannya .  Juga  

mengenai  gugatan  Penggugat  yang  di tu j u kan  kepada  

Sekre ta r i s  Badan  Pengelo la  Keuangan  Aset  dan  Daerah  

Prov ins i  Papua  ada lah  kurang  lengkap ,  karena  baik  

Kepala  Badan  maupun  Sekre ta r i s  Badan  ada lah  pelaksana  

tugas  ked inasan  dar i  Kepala  Daerah  In  casu  Gubernur  

Prov ins i  Papua,  ha l  in i  Nampak  je l as  bahwa  obyek  

sengketa  yang  di te rb i t k an  oleh  Sekre ta r i s  Badan,  atas  

nama Kepala  Badan  dan  tembusannya  d isampaikan  kepada  

Gubernur  Prov ins i  Papua  sebaga i  lapo ran .  Sehingga  

mest inya  gugatan  Penggugat  d i t u j u kan  kepada  Gubernur  

Prov ins i  Papua  cq  Kepala  Badan  Penge lo l a  Keuangan  dan  

Aset  Daerah  Prov ins i  Papua  cq  Sekre ta r i s  Badan  

Pengelo la  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Prov ins i  Papua  ;

Bahwa berdasarkan  se lu ruh  dal i l - da l i l  dan argument  yang  

disampaikan  Tergugat  d ia tas  ada lah  berdasar  hukum,  dan  

mohon  kepada  Maje l i s  Hakim  Pemer iksa  Perkara  in i ,  

menyatakan  gugatan  dar i  Penggugat  ada lah  kabur  atau  

t i dak  je l as  (v ide  yur i sp rudens i  MARI  No.  601  

K/S ip /1975 ,  jo .  No.  1424  K/S ip /1975 .  Yur i sp rudens i  MARI 

No.  1566  K/Pdt / 1983 ,  tangga l  13  September  1984.  Dan 

patu t  untuk  di to l a k  atau  set i dak - t i daknya  dinya takan  

t i dak  dapat  d i t e r ima  (N ie t  Onvanke l i j k  Verk laa rd )  ;

I I . JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

Bahwa  se lu ruh  dal i l ,  argument  ser ta  dasar  hukum  yang  

te l ah  disampaikan  sebe lumnya  pada  bag ian  ekseps i  d ia tas  

mohon  secara  propors i ona l  te rmuat  dan  secara  muta t i s  

mutand is  menjad i  bagian  yang  t i dak  te rp i sahkan  dar i  

se lu ruh  dal i l - da l i l ,  argument  ser ta  dasar  hukum  pada  

bag ian  dalam  pokok  perkara  ;

1. Bahwa adalah  sebaga i  p ihak  yang  sangat  berkepent i ngan  
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dalam  sengke ta  Tata  Usaha  Negara  yang  sedang  d ip roses  

di  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  dengan  Nomor  

Regis te r  Perkara  Nomor  :  54/G/2010 /PTUN.JPR,  

dika renakan  yang  menjad i  obyek  sengketa  dalam  perkara  

te rsebu t  ada lah  sura t  i j i n  bercera i  nomor  :  

900/149 /2010 ,  te r t angga l  11  Mei  2010   yang  

dike lua rkan /d i t e r b i t k an  o leh  Sekre ta r i s  Badan Penge lo la  

Keuangan  dan  Aset  Daerah  Prov ins i  Papua  ada lah  

merupakan  syara t  mut lak  bag i  Pegawai  Neger i  Sip i l  untuk  

mengajukan  Percera ian  ;

2. Bahwa dengan  adanya  gugatan  te rhadap  obyek  sengketa  

in  casu  Sura t  I j i n   Bercera i  yang  d ike lua rkan  o leh  

Tergugat  da lam  perkara  A  quo,  akan  mempengaruh i  

proses  percera i an  anta ra  Tergugat  I I  In te r vens i  dan  

Penggugat ,  karena  bahte ra  keh idupan  rumah  tangga  

anta ra  Tergugat  I I  In te r vens i  dan  Penggugat  sudah  

t i dak  dapat  lag i  d ipe r t ahankan  ser ta  demi  menjaga  

harka t  dan  martaba t  sebaga i  apara tu r  Negara .  Dan 

perkara  dimaksud  saat  in i  sedang  dalam  proses  

percera ian  di  Pengad i l an  Neger i  Klas  I  A Jayapura ,  

berdasarkan  sura t  gugatan  yang  te l ah  dereg i s t e r  d i  

Kepani te raan  Pengadi l an  Neger i  Klas  I  A  Jayapura ,  

nomor  48/Pdt /G /2010 /PN- JPR,  te r t angga l  4  Jun i  2010.  

Bahwa  di tegaskan  kembal i ,  Tergugat  I I  In te r vens i  

pada  pr ins i pnya  menyatakan  menolak  secara  tegas  

se lu ruh  dal i l - da l i l  dan  argument  da lam sura t  gugatan  

Penggugat ,  kecua l i  yang  kebenarannya  secara  tegas  

dan  te r t u l i s  d iaku i  o leh  Tergugat  ;

3. Jawaban  pada  Posi t a  2  dan  3  ;

Bahwa benar  yang  menjad i  obyek  sengketa  dalam  perkara  

in i  ada lah  Sura t  I j i n  Bercera i  Nomor  :  900/149 /2010 ,  

tangga l  11  Mei  2010  ;
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Bahwa  t i dak  ada  kewaj i ban  hukum bag i  Tergugat  untuk  

member ikan  sa l i nan  ataupun  tembusan  dar i  obyek  sengketa  

(v i de  Sura t  Edaran  BAKN Nomor  :  8/SE/1983 ,  tangga l  26  

apr i l  1983,  ten tang  I j i n  Perkawinan  Dan Percera ian  Bagi  

Pegawai  Neger i  Sip i l  bag ian  I I I  huru f  f  angka  3,4 ,5  ;

Bahwa  t i dak  benar  ka lau  Penggugat  dan  atau  Kuasanya  

baru  mengetahu i  adanya  obyek  sengketa  pada  tangga l  28  

September  2010.  Bahwa  obyek  sengketa  te lah  dike tahu i  

Penggugat  dan  atau  Kuasanya  lewat  Kuasa  Tergugat  I I  

In te r vens i  pada  bulan  Jun i  saat  Gugatan  Percera ian  

dida f t a r kan  di  Kepani t e r aan  Pengadi l an  Neger i  Klas  IA  

Jayapura ,  dan  juga  Kuasa  Penggugat  menanyakan  kepada  

Tergugat  I I  In te r vens i  v ia  te lpon  se lu l a r  saat  Terguga t  

I I  In te r vens i  berada  di  Kanto r ,  yakn i  pada har i  sen in  8  

Jun i  2010.  Dan  o leh  Penggugat  send i r i  (p r i n c i pa l )  

keberadaan  obyek  sengketa  d ike tahu i  saat  d i l akukan  

medias i  o leh  Media to r  (sa lah  seorang  Hakim PN Jayapura )  

pada  har i  sen in  tangga l  19  Jun i  2010,  yang  dihad i r i  

send i r i  o leh  Penggugat  (p r i n c i pa l ) ,  Tergugat  I I  

In te r vens i  dan  Media to r  tanpa  d idamping i  o leh  Kuasa  

Hukum  masing- masing  ;

4. Jawaban  Posi ta  4a  ;

Bahwa benar  anta ra  Penggugat  dan Tergugat  I I  In te r vens i  

te l ah  melakukan  perkawinan  /pe rn i kahan  di  Kanto r  

Cata tan  Sip i l  dan  Nikah  Gere ja  ;

Bahwa benar  dar i  has i l  perkawinan  anta ra  Penggugat  dan  

Tergugat  I I  In te r vens i  te l ah  dika run ia i  2  (dua)  orang  

anak,  yakn i  Jean  Pat r i c i a  Kbarek  dan  Juan  Valen t i no  

Kbarek  ;
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5. Pos i ta  4b  dan  4c  Tergugat  t i dak  akan  menanggap inya  

karena  atu ran  hukum yang  dimaksudkan  oleh  Penggugat  

ada lah  kabur  dan  t i dak  je l as  ;

6. Jawaban Posi ta  5

Bahwa Tergugat  da lam menerb i t kan  obyek  sengketa  sesua i  

dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber l aku .  Bahwa 

untuk  dike tahu i  o leh  Penggugat  bahwa  dasar  

di te rb i t k annya  obyek  sengketa  ada lah  Sura t  Permohonan  

I j i n  Bercera i  dar i  Terguga t  I I  In te r vens i  te r t angga l  14  

Mei  2010  dengan  alasan  hukum “  bahwa Perkawinan  anta r  

Penggugat  dan  Terguga t  I I  In te r vens i  sudah  t i dak  dapat  

d ipe r t ahankan  lag i  karena  anta ra  Penggugat  dan Tergugat  

I I  In te r vens i  sudah  t i dak  dapat  d ipe r t ahankan  lag i  

karena  anta ra  Penggugat  dan  Tergugat  I I  In te r vens i  

sebaga i  Suami ,  Is t r i  te rus  menerus  te r j ad i  perse l i s i h an  

dan  per tengkaran  dan  t i dak  ada  harapan  untuk  h idup  

rukun  lag i  da lam  rumah  tangga  (v i de  pasa l  19  huru f  f  

Undang- Undang  No.  1  Tahun  1974)  ;

Untuk  dike tahu i  o leh  Penggugat  dan  Kuasanya  bahwa 

kere takan  rumah tangga  anta ra  Penggugat  dan Tergugat  I I  

In te r vens i  mula i  te r j ad i  sete lah  3  ( t i ga )  bu lan  

menja lan i  bahte ra  keh idupan  rumah  tangga  dan  puncaknya  

te r j ad i  pada tangga l  20 Februar i  2009,  d imana  Penggugat  

mencac i  maki  ke lua rga  Tergugat  I I  In te r vens i  dengan  

kata - kata  koto r  ser ta  merendahkan  martaba t  ke lua rga  

Tergugat  I I  In te r vens i  dengan  kata - kata  Keluarga  

Misk in ,  Ib l i s  ser ta  mengatakan  bahwa  penghas i l an  

Tergugat  In te r vens i  hanya  cukup  untuk  cuc i  panta t .  Dan 

dengan  ke jad ian  in i  Penggugat  mengus i r  Tergugat  I I  

In te r vens i  ke lua r  dar i  rumah  sampai  dengan  saat  

in i  ;

Bahwa dengan  adanya  ke jad ian  te rsebu t ,  Pihak  kanto r  In  
Hal .  21 dar i  51 Hal .  Putusan  No.  54/G/2010 /PTUN.JPR
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casu  Kepala  Badan  se laku  Pimpinan  secara  ked inasan  

te lah  beru lang  ka l i  berusaha  untuk  merukunkan  kembal i  

keh idupan  rumah tangga  anta ra  Penggugat  dan Terguga t  I I  

In te r vens i ,  namun  Penggugat  send i r i  t i dak  pernah  mau 

menunjukkan  i t i k ad  baik  ser ta  t i dak  mau sama  seka l i  

untuk  iku t  te r l i b a t  da lam  keg ia tan  Dharma  Wani ta .  

Bahkan  is t r i  Kepala  badan  se laku  Pembina  Dharma Wani ta  

di  Kantor  Badan  Pengelo la  Keuangan  dan  Aset  Daerah  

te lah  mencoba  secara  keke lua rgaan  untuk  merukunkan  

kembal i  namun hal  te rsebu t  juga  t i dak  di tanggap i  o leh  

Penggugat  ;

Bahwa  guna  menjaga  dan  mempertahankan  harka t  dan  

martaba t  se laku  apara tu r  Negara  pada  pr i sn i pnya ,  atas  

nama Kepala  Badan  Pengelo la  Keuangan  dan  Aset  Daerah  

Prov ins i  Papua,  sete lah  berkoord inas i  dengan  Kabag  

Kepegawaian  Prov ins i  Papua,  Terguga t  se laku  Sekre ta r i s  

Badan Penge lo la  Keuangan  dan Aset  Daerah  Prov ins i  Papua  

menerb i t kan  obyek  sengketa  ;

Bahwa penerb i t an  obyek  sengketa  oleh  Sekre ta r i s  Badan  

ada lah  dibenarkan  secara  hukum karena  Sekre ta r i s  Badan  

merupakan  atasan  langsung  dar i  Tergugat  I I  In te r vens i  

dan  Sekre ta r i s  sesua i  dengan  TUPOKSI  (Tugas  Pokok  Dan 

Fungs i )  Sekre ta r i s  dan  st ruk tu r  organ isas i  Badan  

Pengelo la  Keuangan  dan Aset  Daerah  Prov ins i  Papua (v ide  

Pera tu ran  Daerah  Prov ins i  Papua No.  11 Tahun 2008)  yang  

ada  pada  Kanto r  Badan  Pengelo la  Keuangan  dan  Aset  

Daerah  Prov ins i  Papua,  adalah  melaksanakan  tugas  

ked inasan  la i nnya  sesua i  ins t r uks i  atasan  ;

7. Pos i ta  5a  Terguga t  t i dak  akan  menanggap inya  karena  

atu ran  hukum yang  dimaksudkan  o leh  Penggugat  adalah  

Kabur  dan  t i dak  je l as  ;

8. Jawaban  Posi ta  5b  ;
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Bahwa  Tergugat  da lam  menerb i t kan  Sura t  I j i n  Bercera i  

te lah  sesua i  dengan  Undang- Undang,  Pera tu ran  

Pemer in tah ,  Pera tu ran  Menter i  Dalam  Neger i  ser ta  

Pera tu ran  Daerah  dan sesua i  asas  Ter t i b  Penye lenggaraan  

Negara  dan  Asas  Keterbukaan  ;

Karena  se laku  Sekre ta r i s  Badan  Pengelo la  Keuangan  dan  

Aset  Daerah  Prov ins i  Papua,  Sekre ta r i s  Badan  ada lah  

atasan  langsung  dar i  Tergugat  I I  In te r vens i  demik ian  

pula  da lam  penandatanganan  DP3.  Bahwa  Tergugat  da lam 

menerb i t kan  obyek  sengketa  t i dak  mempunyai  kewaj i ban  

hukum  untuk  member ikan  sa l i nan  atau  tembusan  kepada  

Penggugat  (v i de  Sura t  Edaran  BAKN No.  8  Tahun  1983  

tangga l  26  Apr i l  1983.  Bahwa  untuk  d ike tahu i  o leh  

Penggugat  dan  Kuasanya,  saat  penerb i t an  obyek  sengketa  

Tergugat  sudah  berusaha  menghubung i  Penggugat  namun 

te lah  pindah  ke  Jakar ta .  Kalau  Penggugat  mempunyai  

i t i k ad  baik  ser ta  merasa  sebaga i  seorang  is t r i  Pegawai  

Neger i  Sip i l ,  seka l i gus  sebaga i  anggota  Dharma Wani ta ,  

maka  kep indahan  te rsebu t  harus  sepengetahuan  Tergugat  

I I  In te r vens i .  Hal  in i  juga  te l ah  disampaikan  oleh  

Tergugat  I I  In te r vens i  se laku  suami ,  namun  t i dak  

di t anggap i  ;

9. Jawaban  Posi ta  6  ;

Bahwa Tergugat  da lam menerb i t kan  obyek  sengketa ,  t i dak  

ber ten tangan  dengan  asas- asas  umum pemer in tahan  yang  

baik ,  karena  di l akukan  secara  Prosedura l  dan  berdasar  

hukum  seh ingga  mempunyai  kepas t i an  hukum  ;

Berdasarkan  se lu ruh  ura ian  di  atas ,  maka dengan  in i  Tergugat  

I I  In te r vens i  mohon  kepada  Maje l i s  Hakim  Pemer iksa  Perkara  
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in i ,  menja tuhkan  putusan  dengan amar  sebaga i  ber i ku t  ;

I I . Dalam  ekseps i  ;

- Mener ima  Ekseps i  Terguga t  I I  In te r vens i  untuk  

se lu ruhnya  ;

- Menyatakan  gugatan  Penggugat  di to l a k  se lu ruhnya  atau  

set i dak - t i daknya  dinya takan  t i dak  dapat  d i t e r ima  (n ie t  

onvanke l i j k  verk l aa rd )  ;

I I .

Dalam Pokok  Perkara  ;

- Menolak  gugatan  Pengugat  untuk  se lu ruhnya  ;

- Menyatakan  sah  dan  berdasar  hukum sura t  i j i n   bercera i  

No.  900/149 /2010 ,  tangga l  11  Mei  2010  ;

- Menghukum Penggugat  untuk  membayar  se lu ruh  perkara  ;

Menimbang,  bahwa atas  Jawaban  Tergugat  dan  Tergugat  I I  

In te r vens i  te rsebu t ,   Penggugat  te lah  mengajukan  Repl i k  

te r t angga l  21  Januar i  2011  dan  atas  Repl i k  Penggugat  

te rsebu t  Tergugat  dan  Tergugat  I I  In te r vens i  t i dak  

mengajukan  Dupl i k  secara  te r t u l i s  namun  menyampaikannya  

secara  l i san  di  Pers idangan  tangga l  21  Januar i  2011  yang  

pada  pokoknya  menyatakan  te tap  ber tahan  pada  dal i l - da l i l  

Jawabannya  ;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  

gugatannya ,  Penggugat  te l ah  mengajukan  bukt i - bukt i  te r t u l i s  

berupa  fo tocopy  sura t - sura t  bermate ra i  cukup  yang  dibe r i  
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tanda  P- 1  sampai  dengan  P- 5,  dengan  per inc i an  sebaga i  

ber i ku t  :

1. P- 1

:

Sura t  Sekre ta r i s  Badan  Pengelo la  Keuangan  dan  Aset  

Daerah  (BPKAD)  Prov ins i  Papua  Nomor  :  900/149 /2010  

Tangga l  11  Mei  2010  Per iha l  Perse tu j uan  I j i n  

Bercera i  ( fo t ocopy  dar i  fo tocopy )  ;

2. P- 2

:

Sura t  Nikah  Gere ja  Kr i s t en  In j i l i   Di tanah  Papua  

Nomor:  02.n /KBS/P/2004  Per iha l  Sura t  Nikah  

te r t angga l  10   Ju l i  2010  ( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i nya )  ;

3. P- 3

:

Sura t  Pencata tan  Sip i l  Dinas  Kependudukan  Dan 

Pemukiman  Kabupaten  Biak  Numfor  per iha l  Akta  

Perkawinan   te r t angga l  10  Ju l i  2004  ( fo t ocopy  

sesua i  dengan  as l i nya )  ;

4. P- 4

:

Sura t  Pencata tan  Sip i l  Dinas  Kependudukan  dan 

Cata tan  Sip i l  Kota  Jayapura  per iha l  Kut ipan  Akta  

Kelah i r an  atas  nama   Juan  Valen t i no  Kbarek  

te r t angga l  27 Februar i  2006  ( fo tocopy  sesua i  dengan  

Hal .  25 dar i  51 Hal .  Putusan  No.  54/G/2010 /PTUN.JPR
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as l i nya )  ;

5. P- 5

:

Sura t  Pencata tan  Sip i l  Dinas  Kependudukan  dan 

Cata tan  Sip i l  Kota  Jayapura  per iha l  Kut ipan  Akta  

Kelah i r an  atas  nama Jean  Pat r i c i a  Kbarek  te r t angga l  

14 Februar i  2005 ( fo t ocopy  sesua i  dengan    as l i nya )  

;

Menimbang,  bahwa  disamping  mengajukan  bukt i - bukt i  

te r t u l i s  te rsebu t ,  Penggugat  juga  te l ah  mengajukan  2  (dua)  

orang  Saks i  d i  Pers idangan  yang  satu  orang  member ikan  

kete rangannya  tanpa  diambi l  sumpah/ j an j i n ya  dan  yang  satu  

orang  di  bawah Jan j i  yang  pada  pokoknya  menerangkan  sebaga i  

ber i ku t  ;

1.  Saks i  :   RUTH RITA ENNISJUS IMBIRI ,  SE.  ;

Bahwa  Saudara  Ruth  Ri ta  Ennis j us  Imbi r i  t i dak   dapat  

d iambi l  sumpah/ jan j i  karena  masih  ada  hubungan  

ke lua rga /hubungan  darah  sesua i  dengan  keten tuan  pasa l  88  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Jo.  Undang- Undang  Nomor  

51  Tahun  2009  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  akan  

te tap i  hanya  member ikan  kete rangan  yang  pada  in t i n ya  

saudara  Ruth  Ri ta  Ennis j us  Imbi r i  menyatakan  bahwa t i dak  

pernah  ada  pangg i l an  dar i  Tergugat ,  bahwa  saudara  Ruth  

Ri ta  Ennis j us  t i dak  pernah  mendengar  bahkan  t i dak  tahu  

ka lau  Terguga t  I I  In te r vens i  akan  mengajukan  gugatan  cera i  

dan  baru  mengetahu i  adanya  gugatan  percera ian  sete lah  

pangg i l an  s idang  oleh  Pengad i l an  Neger i  Jayapura .  Bahwa 

pernah  di l akukan  medias i  o leh  Keluarga  besar ,  p impinan  

Tergugat  I I  In te r vens i  dan  juga  o leh  Maje l i s  Hakim 

Pengad i l an  Neger i  Jayapura  te tap i  Tergugat  I I  In te r vens i  

te tap  pada  pend i r i annya  untuk  bercera i  ;
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2.

Saks i  :  ERNI IBO ;

Bahwa  Saudara  saks i  da lam  kesaks iannya  yang  d inya takan  

dibawah  Jan j i  menuru t  agama  Kr i s t en  Pro tes tan  pada  

pokoknya  menyatakan  sebaga i     ber i ku t  :

- Bahwa  Saks i  ada lah  Pani te ra  Penggant i  pada  perkara  

percera ian  di  Pengad i l an  Neger i  Jayapura  ;

- Bahwa objek  sengketa  ada lah  sa lah  satu  ala t  bukt i  yang  

dia jukan  Andr i s  Kbarek  (Terguga t  I I  In te r vens i )  pada  

saat  Sidang  Acara  Pembukt i an  d i  Pengad i l an  Neger i  

Jayapura  pada  tangga l  28  September  2010  ;

- Bahwa  pernah  di l akukan  medias i  o leh  Maje l i s  Hakim 

Pengad i l an  Neger i  Jayapura  dan  t i dak  ada  perdamaian  

karena  Terguga t  I I  In te r vens i  t i dak  mau berdamai  dan  

te tap  pada  pendi r i annya  untuk  bercera i  ;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  

Jawabannya,  Tergugat  dan  Tergugat  I I  In te r vens i  te lah  

mengajukan  bukt i - bukt i  te r t u l i s  yang  sama  berupa  fo tocopy  

sura t - sura t  bermate ra i  cukup  yang  dibe r i  tanda  T- 1  = 

T. I I . I n t - 1 sampai  dengan  T- 3 = T. I I . I n t - 3,  dengan  per inc i an  

sebaga i  ber i ku t  :

1. T- 1  =  T. I I . I n t - 1

:

Hal .  27 dar i  51 Hal .  Putusan  No.  54/G/2010 /PTUN.JPR
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Surat  Permohonan  Iz i n  Percera ian  dar i  

ANDRIS  KBAREK  kepada  Gubernur  Prov ins i  

Papua  tangga l  14  Apr i l  2010  ( fo t ocopy  

sesua i  dengan  as l i nya )  ;

2. T- 2  =  T. I I . I n t - 2

:

Sura t  Sekre ta r i s  Badan  Pengelo la  Keuangan  

dan  Aset  Daerah  (BPKAD)  Prov ins i  Papua 

Nomor  :  900/149 /2010  Tangga l  11  Mei  2010  

Per iha l  Perse tu j uan  I j i n  Bercera i  

( fo t ocopy  sesua i  dengan  as l i nya )  ;

3. T- 3  =  T. I I . I n t - 3

:

Tugas  Pokok  Dan  Fungs i  Badan  Pengelo la  

Keuangan  Dan  Aset  Daerah  Prov ins i  Papua 

dan  Lampi ran  Pera tu ran  Daerah  Nomor  11 

Tahun  2008  ( fo t ocopy  dar i  fo tocopy )  ;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  dan  Terguga t  I I  In te r vens i  

te lah  dibe r i  kesempatan  untuk  mengajukan  Saks i  namun t i dak  

mengajukan  Saks i  walaupun  te lah  dibe r i  kesempatan  untuk  

i t u  ;

Menimbang,  bahwa  para  pihak  akh i rnya  te l ah  dibe r i  

kesempatan  untuk  mengajukan  Kes impu lan ,  atas  kesempatan  

te rsebu t  Penggugat  te lah  mengajukan  Kesimpulan  te r t angga l  14  

Februar i  2011  di  lua r  Pers idangan ,  namun  Tergugat  dan  

Tergugat  I I  In te r vens i  t i dak  mengajukan  Kesimpulannya  ;

Menimbang,  bahwa untuk  mempers ingka t  Putusan  in i  sega la  
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sesuatu  yang  te rmuat  da lam  Ber i t a  Acara  Pers idangan  

merupakan  bag ian  yang  t i dak  te rp i sahkan  dengan Putusan  in i  ;

Menimbang,  bahwa  para  p ihak  menyatakan  t i dak  ada  lag i  

yang  dikemukakan  dan  se lan ju t nya  mohon Putusan ,  o leh  karena  

i t u  Maje l i s  Hakim te lah  bermusyawarah  dan  mengambi l  Putusan  

berdasarkan  per t imbangan- per t imbangan  hukum  sebaga imana  

te ru ra i  d i  bawah in i  ;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  TENTANG  PERTIMBANGAN  HUKUM 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tu j uan  gugatan  Penggugat  

ada lah  sebaga imana  te ru ra i  da lam duduk  perkara  d i  atas  ;

Menimbang,  bahwa  yang  menjad i  ob jek  gugatan  da lam 

perkara  in i  ada lah  Sura t  Sekre ta r i s  Badan Pengelo la  Keuangan  

dan  Aset  Daerah  (BPKAD)  Prov ins i  Papua  Nomor  :  900/149 /2010  

Tangga l  11 Mei  2010 Per iha l  Perse tu j uan  I j i n  Bercera i  (Buk t i  

P- 1 = T- 2 = T. I I . I n t - 2)  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  permohonan  dar i  p ihak  

ket i ga  yakn i  Andr i s  Kbarek  mela lu i  Kuasanya  John  Richard ,  

SH.  dan  Paska l i s  Letso in ,  SH.   berdasarkan  Sura t  Kuasa  

Khusus  te r t angga l  22  Desember  2010  dengan  Sura t  Permohonan  

Nomor  :  012/KA- JR/XI I / 2010  tangga l  30  Desember  2010,  maka 

berdasarkan  pasa l  83  ayat  (1 )  dan  (2 )  Undang- Undang  Nomor  5 

Tahun  1986  Jo.  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  oleh  Maje l i s  Hakim  permohonan  

te rsebu t  te l ah  d ikabu l kan  dan  Andr i s  Kbarek  d idudukkan  

sebaga i  Tergugat  I I  In te r vens i  da lam  perkara  in  casu ,  

sebaga imana  te lah  di te t apkan  dalam  Putusan  Sela  Nomor  :  

54/G/2010 /PTUN.JPR tangga l  05 Januar i  2011;

Menimbang,  bahwa Penggugat  da lam gugatan nya  pada 

pokoknya  mendal i l k an  bahwa  t i ndakan  Tergugat  da lam 

menerb i t kan  ob jek  sengketa  a  quo  te l ah  ber ten tangan  dengan  

Pera tu ran  Perundang- Undangan  yang  ber laku  ser ta  Azas- Azas  

Umum Pemer in tahan  yang  Baik  sebaga imana  keten tuan  dalam 
Hal .  29 dar i  51 Hal .  Putusan  No.  54/G/2010 /PTUN.JPR
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Pasa l  53  ayat  ( 2)  huru f  (a )  dan  (b )  Undang- Undang  Nomor  9 

Tahun  2004 Jo.  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  

Perad i l an  Tata  Usaha Negara  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dal i l - da l i l  gugatannya  

te rsebu t  Penggugat  memohon  kepada  Pengad i l an  untuk  

menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  objek  sengketa  dan  

memer in tahkan  Tergugat  untuk  mencabut  ob jek  sengke ta  a quo  ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  Penggugat  te rsebu t  

Tergugat  te l ah  membantah  dal i l - da l i l  gugatan  Penggugat  a quo 

yang  te r t uang  dalam  Jawabannya  te r t angga l  14  Januar i  2011  

yang  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  Tergugat  da lam 

menerb i t kan  ob jek  sengketa  t i dak  ber ten tangan  dengan  

Pera tu ran  Perundang- Undangan  yang  ber laku  dan Azas- Azas  Umum 

Pemer in tahan  yang  Baik  ;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  I I  In te r vens i  te l ah  pula  

menyampaikan  Jawabannya  te r t angga l  14 Januar i  2011 yang  pada  

pokoknya  membantah  dal i l - da l i l  gugatan  Penggugat  dan  

menyatakan  bahwa  Tergugat  I I  In te r vens i  sebaga i  pemegang  

objek  sengke ta  yang  merupakan  syara t  mut lak  bag i  Pegawai  

Neger i  Sip i l  untuk  mengajukan  percera i an  te l ah  d i l akukan  

sesua i  prosedur  dan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber laku  ;

Menimbang,  bahwa  atas  da l i l  jawaban- jawaban  te rsebu t ,  

Tergugat  dan  Terguga t  I I  In te r vens i  memohon  kepada  

Pengad i l an  agar  menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  

d i t e r ima  dan/a tau  menolak  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  

ser ta  menghukum Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ;

Menimbang,  bahwa atas  Jawaban  dar i  Tergugat  dan Terguga t  

I I  In te r vens i  te rsebu t ,  Penggugat  te l ah  mengajukan  Repl i k  

te r t angga l  21  Januar i  2011  dan  untuk  mempertahankan  dal i l -

da l i l  gugatannya  Penggugat  te lah  mengajukan  Bukt i  Sura t  yang  

dibe r i  tanda  P- 1  sampai  dengan  P- 5  dan  mengajukan  2  (dua)  

orang  Saks i  atas  nama  RUTH RITA  ENNISJUS IMBIRI ,  SE.  dan  
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ERNI  IBO  ser ta  te l ah  menyerahkan  Kesimpulan  te r t angga l  14 

Februar i  2011 ;  

Menimbang,  bahwa atas  Repl i k  Penggugat  te rsebu t  Tergugat  

dan  Tergugat  I I  In te r vens i  t i dak  mengajukan  Dupl i k  secara  

te r t u l i s  namun  menyampaikan  secara  l i s an  d i  Pers idangan  

tangga l  21  Januar i  2011  dan  untuk  mendukung  da l i l - da l i l  

bantahannya  Tergugat  dan  Tergugat  I I  In te r vens i  te lah  

mengajukan  Bukt i  Sura t  yang  d ibe r i  tanda  T- 1  =  T. I I . I n t - 1  

sampai  dengan  T- 3 = T. I I . I n t - 3 namun t i dak  mengajukan  Saks i  

dan Kesimpulan  walaupun  te l ah  diber i kan  kesempatan  untuk  i t u  

;

Menimbang,  bahwa dalam Jawaban  Tergugat  dan  Terguga t  I I  

In te r vens i  te rmuat  pu la  mengenai  Ekseps i - ekseps i ,  o leh  

karena  i t u  sebe lum  memper t imbangkan  mengena i  pokok  

perkaranya  Maje l i s  Hakim  akan  memper t imbangkan  te r l eb i h  

dahu lu  mengenai  Ekseps i - ekseps i  yang  dia jukan  oleh  Tergugat  

dan Tergugat  I I  In te r vens i  te r sebu t  ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang,  bahwa  Ekseps i - ekseps i  yang  disampaikan  oleh  

Tergugat  dan  Tergugat  I I  In te r vens i  adalah  sama yang  pada 

pokoknya  berkenaan  dengan  :

a. Lampau Waktu  ;

Bahwa Gugatan  dia j ukan  oleh  Penggugat  dan/a tau  Kuasanya  

t i dak  sesua i  dengan  keten tuan  Pasa l  55  yakn i  da lam 

tenggang  waktu  90 har i ,  bahwa Penggugat  dan/a tau  Kuasanya  

mengetahu i  adanya  objek  sengketa  bukan  pada  tangga l  28  

September  2010  (saa t  pemer iksaan  bukt i  te r t u l i s  d i  

Pengad i l an  Negar i  Jayapura )  te tap i  Penggugat  dan/a tau  

Kuasanya  mengetahu i  adanya  objek  sengketa  pada  saat  

gugatan  dida f t a r kan  di  Kepani t e r aan  Pengad i l an  Neger i  

Jayapura  pada tangga l  4 Jun i  2010  ;

b. Gugatan  Kabur  ;
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- Bahwa  Penggugat  mendal i l k an  ob jek  sengke ta  t i dak  

sesua i  dengan  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  45 Tahun 1990  

Pasal  6 Ayat  1,  2 dan  3 adalah  dal i l  yang  mengada- ada  

karena  t i dak  ada  satupun  pera tu ran  yang  dike lua rkan  

pemer in tah  seper t i  yang  dida l i l k a n  Penggugat  ;

- Bahwa  Gugatan  Penggugat  yang  di tu j u kan  kepada  

Sekre ta r i s  Badan  Penge lo la  Keuangan  dan  Aset  Daerah  

Prov ins i  Papua  ada lah  kurang  lengkap ,  karena  Kepala  

Badan  maupun  Sekre ta r i s  Badan  ada lah  pelaksana  tugas  

ked inasan  dar i  Kepala  Daerah  in  casu  Gubernur  Prov ins i  

Papua,  mest inya  gugatan  dia j ukan  kepada  Gubernur  

Prov ins i  Papua Cq.  Kepala  Badan Pengelo la  Keuangan  dan  

Aset  Daerah  Prov ins i  Papua  Cq.  Sekre ta r i s  Badan  

Pengelo la  Keuangan dan Aset  Daerah  Prov ins i  Papua ;

Menimbang,  bahwa  sete lah  mempela ja r i  dan  mencermat i  

Ekseps i  Tergugat  dan  Tergugat  I I  In te r vens i  te rsebu t ,  

menuru t  Maje l i s  Hakim dengan  berpedoman pada  keten tuan  Pasal  

77  Undang- Undang  Nomor  5 Tahun  1986  Jo.  Undang- undang  Nomor  

51  Tahun  2009  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  maka 

Ekseps i  dar i  Tergugat  dan  Tergugat  I I  In te r vens i  te rsebu t  

ada lah  Ekseps i  La in - la i n  yang  hanya  dapat  d ipu tus  bersama 

dengan pokok  sengketanya  ;

Menimbang,  bahwa  Maje l i s  Hakim  akan  mempert imbangkan  

Ekseps i  Tergugat  dan  Tergugat  I I  In te r vens i  huru f  (a )  

mengenai  Lampau Waktu  ( Daluarsa )  dengan  per t imbangan  sebaga i  

ber i ku t  ;

Menimbang,  bahwa  dalam  keten tuan  Pasa l  55  Undang- Undang 

Nomor  5  Tahun  1986  Jo.  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  

Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  d inya takan  bahwa :

Gugatan  dapat  d ia j ukan  hanya  dalam  tenggang  waktu  90  
(sembi l an  puluh)  har i  te rh i t u ng  se jak  saat  d i te r imanya  atau  
diumumkannya  Keputusan  Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha  
Negara  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keten tuan  te rsebu t ,  maka 

tenggang  waktu  90  (sembi l an  puluh)  har i  d ih i t ung  se jak  saat  

d i t e r imanya  atau  diumumkannya  Keputusan  Badan  atau  Pejaba t  
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Tata  Usaha  Negara ,  bukan  pada  saat  d i t e rb i t k annya  Keputusan  

Tata  Usaha Negara  ;

Menimbang,  bahwa dalam perkara  in  casu  Penggugat  adalah  

Pihak  ket i ga  yang  bukan  di tu j u  oleh  Keputusan  Tata  Usaha  

Negara  yang  d i t e r b i t k an  Terguga t ,  seh ingga  tenggang  waktu  90  

(sembi l an  puluh)  har i  harus  dih i t ung  secara  casu is t i s  se jak  

Penggugat  mengetahu i  atau  se jak  kepent i ngan  Penggugat  merasa  

di rug i kan  atas  te rb i t n ya  objek  sengketa  ;

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  d i  da lam  penje lasan  Pasal  

55  a  quo  d inya takan  bahwa bag i  p ihak  yang  namanya  te rsebu t  

da lam  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  diguga t ,  maka 

tenggang  waktu  90  har i  i t u  d ih i t ung  se jak  har i  d i t e r imanya  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  diguga t ,  ar t i n ya  keten tuan  

Pasa l  55  te rsebu t  adalah  ber laku  bagi  p ihak  yang  di tu j u  

langsung  oleh  keputusan  Tata  Usaha  Negara ,  sedangkan  bag i  

p ihak  ket i ga  yang  t i dak  di t u j u  langsung  o leh  Keputusan  Tata  

Usaha Negara  ya i t u  yang  t i dak  mener ima  atau  t i dak  mengetahu i  

akan  adanya  Keputusan  Badan/Pe jaba t  Tata  Usaha  Negara  yang  

merug ikan  kepent i ngannya ,  seper t i  ha lnya  Penggugat   da lam 

sengketa   in  casu ,   berdasarkan  Yur i sp rudens i  Mahkamah Agung 

RI  masing- masing  No.  41 K/TUN/1994  tangga l  10 Nopember  1994,  

No.  270  K/TUN/2001  tangga l  4  Maret  2002  Jo.  Sura t  Edaran  

Mahkamah Agung  Republ i k  Indones ia  Nomor  2 Tahun  1991,  Angka  

V Nomor  3,  tenggang  waktu  90 har i  sebaga imana  dimaksud  dalam 

Pasa l  55  Undang- Undang  No.  5  Tahun  1986  Jo.  Undang- Undang  

No.  51  Tahun  2009,  d ih i t ung  secara  casu is t i s ,  yakn i  se jak  

pihak  ket i ga  merasa  kepent i ngannya  di rug i kan  oleh  Keputusan  

Tata  Usaha Negara  dan mengetahu i  adanya  Keputusan  Tata  Usaha  

Negara  te rsebu t  ;

Menimbang,  bahwa  unsur  mengetahu i  dan  merasa  

kepent i ngannya  di rug i kan  te rsebu t  ber i f a t  kumula t i f  seh ingga  

t i dak  dapat  d ip i sah - pisahkan  ;

Menimbang,  bahwa  dal i l  Terguga t  dan  Tergugat  I I  

In te r vens i  yang  menyatakan  bahwa Penggugat  te lah  mengetahu i  
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objek  sengke ta  se jak  tangga l  04  Ju l i  2010  t i dak  dapat  

d ibuk t i k an  di  Pers idangan ,  karena  Tergugat  dan  Tergugat  I I  

In te r vens i  t i dak  dapat  mengajukan  ala t  bukt i  apapun  untuk  

membukt i kan  kebenaran  dal i l  te rsebu t ,  karena  untuk  sahnya  

pembukt i an  diper l ukan  sekurang- kurangnya  dua  ala t  bukt i  

berdasarkan  keyak inan  Hakim  sebaga imana  keten tuan  Pasal  107  

Undang- Undang Nomor   5 Tahun 1986 Jo.  Undang- Undang Nomor  51  

Tahun 2009 Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  ;

Menimbang,  bahwa  dal i l  Penggugat  yang  menyatakan  bahwa 

Penggugat  mengetahu i  adanya  objek  sengketa  a quo  tangga l  28 

September  2010  pada  saat  Sidang  Acara  Pembukt i an  di  

Pengad i l an  Neger i  Jayapura  yang  dipe rkua t  dengan  kete rangan  

Saks i  Penggugat  atas  nama  ERNI  IBO yang  menerangkan  bahwa 

saks i  ada lah  Pani te ra  Penggant i  da lam  perkara  percera i an  a  

quo  dan  objek  sengketa  ada lah  sa lah  satu  ala t  bukt i  yang  

dia j ukan  Andr i s  Kbarek  (Terguga t  I I  In te r vens i )  pada  saat  

Sidang  Acara  Pembukt i an  di  Pengad i l an  Neger i  Jayapura  pada 

tangga l  28  September  2010,  kemudian  Penggugat  mendaf ta r kan  

gugatannya  di  Kepan i t e raan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Jayapura  pada  tangga l  24  November  2010,  seh ingga  menuru t  

Maje l i s  Hakim gugatan  dia j ukan  masih  da lam tenggang  waktu  90  

(sembi l an  puluh)  har i  sesua i  keten tuan  pasa l  55  Undang-

Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Jo.  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  

2009  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  o leh  karena  i t u  

Ekseps i  Tergugat  dan  Tergugat  I I  In te r vens i  huru f  (a )  

mengenai  Lampau Waktu  ( Daluarsa )  d inya takan  di t o l a k  ;

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  

mempert imbangkan  Ekseps i  Terguga t  dan Tergugat  I I  In te r vens i  

huru f  (b )  mengenai  Gugatan  Kabur  ( Obscuur  L ibe l ) ,  dengan  

per t imbangan  sebaga i  ber i ku t  ;

Menimbang,  bahwa  dalam  mengajukan  gugatan  harus  ada 

rumusan  yang  je l as  ten tang  dasar  gugatan  atau  alasan- alasan  

gugatan  ser ta  ha l  yang  dimin ta  untuk  dipu tuskan  o leh  

Pengad i l an  sebaga i  syara t  fo rm i l  sebuah  gugatan  sebaga imana  

keten tuan  Pasa l  56  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Jo.  

Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  Perad i l an  Tata  
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Usaha Negara  ;

Menimbang,  bahwa  memperhat i kan  gugatan  Penggugat  

te r tangga l  22 Nopember  2010 yang  te l ah  d ipe rba i k i  tangga l  10 

Desember  2010,  da l i l - da l i l  dasar  atau  alasan  gugatan  

( Posi ta )  yang  di sampaikan  Penggugat  da lam gugatannya  ada lah  

sudah  cukup  je l as  dan  hal  yang  d imohonkan  ( Pet i t um )  

Penggugat  untuk  dipu tuskan  Pengad i l an  ya i t u  menyatakan  bata l  

atau  t i dak  sah  dan  memer in tahkan  Tergugat  untuk  mencabut  

ob jek  sengketa  sudah  sesua i  dengan  Pasa l  53  Ayat  1  Undang-

Undang  Nomor  9  Tahun  2004  Jo.  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  

2009  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  adapun  dal i l  

Tergugat  dan  Terguga t  I I  In te r vens i  mengenai  adanya  

kesa lahan  penggunaan  pera tu ran  perundang- undangan  dalam 

gugatan  Penggugat  t i dak  menyebabkan  gugatan  menjad i  kabur ,  

karena  secara  fo rmi l  gugatan  Penggugat  te lah  sesua i  dengan  

keten tuan  Pasa l  56  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Jo.  

Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  Perad i l an  Tata  

Usaha Negara  ;

Menimbang,  bahwa  se la i n  ha l  te rsebu t  Tergugat  dan  

Tergugat  I I  In te r vens i  da lam  dal i l  Ekseps inya  juga  

menyatakan  bahwa  gugatan  kabur  karena  gugatan  semest i nya  

di t u j u kan  kepada  Gubernur  Prov ins i  Papua  Cq.  Kepala  Badan  

Pengelo la  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Prov ins i  Papua  Cq.  

Sekre ta r i s  Badan Pengelo la  Keuangan  dan Aset  Daerah  Prov ins i  

Papua,  Maje l i s  Hakim per t imbangkan  sebaga i  ber i ku t  ;

Menimbang,  bahwa  sete lah  Maje l i s  Hakim  mencermat i  

keputusan  ta ta  usaha  negara  yang  menjad i  ob jek  sengketa  

dalam perkara  in  casu  ya i t u  Sura t  Sekre ta r i s  Badan Pengelo la  

Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD)  Prov ins i  Papua Nomor  :  

900/149 /2010  Tangga l  11  Mei  2010  Per iha l  Perse tu juan  I j i n  

Bercera i  (Buk t i  P- 1  = T- 2 = T. I I . I n t - 2)  ada lah  di t e rb i t k an  

oleh  Sekre ta r i s  Badan  Pengelo la  Keuangan  dan  Aset  Daerah  

Prov ins i  Papua ;

Menimbang,  bahwa  dalam  Hukum Admin is t r a s i  d ikena l  Asas  

Cont ra r i u s  Actus  yang  bermakna  bahwa badan  atau  pejaba t  ta ta  
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usaha  negara  yang  menerb i t kan  keputusan  ta ta  usaha  negara  

dengan  send i r i n ya  juga  berwenang  untuk  membata lkannya ,  

penger t i an  berwenang  membata lkannya  juga  bermakna  

ber tanggung jawab  te rhadap  set i ap  ak iba t  hukum yang  menyer ta i  

penerb i t an  keputusan  ta ta  usaha  negara  a quo ,  da lam sengketa  

in  casu  ob jek  sengketa  ada lah  benar  di te rb i t k an  oleh  

Sekre ta r i s  Badan  Pengelo la  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD)  

Prov ins i  Papua  walaupun  secara  hi ra r k i s  st ruk tu ra l  jaba tan  

te rsebu t  berada  d ibawah  Kepala  Badan  Penge lo la  Keuangan  dan  

Aset  Daerah  Prov ins i  Papua dan Gubernur  Prov ins i  Papua namun 

per tanggung jawaban  te rhadap  objek  sengke ta  a  quo  te tap  

meleka t  kepada  penerb i t n ya  ya i t u  Sekre ta r i s  Badan  Penge lo la  

Keuangan dan Aset  Daerah  (BPKAD)  Prov ins i  Papua ;

Menimbang,  bahwa  C.q .  ( Check l i s t  Questen t )  secara  

har f i ah  bermakna  mewaki l i ,  seh ingga  penerb i t an  maupun 

per tanggung jawaban  te rhadap  keputusan  ta ta  usaha  negara  

te tap  meleka t  pada yang  mewaki l i  te rsebu t  ;

Menimbang,  bahwa dal i l  Ekseps i  Tergugat  dan  Terguga t  I I  

In te r vens i  yang  menyatakan  semest inya  gugatan  d i t u j u kan  

kepada  Gubernur  Prov ins i  Papua  Cq.  Kepala  Badan  Pengelo la  

Keuangan  dan Aset  Daerah  Prov ins i  Papua Cq.  Sekre ta r i s  Badan  

Pengelo la  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Prov ins i  Papua,  menuru t  

hemat  Maje l i s  Hakim dal i l  ekseps i  te rsebu t  t i dak l ah  pr ins i p  

s i f a t nya  karena  pada  dasarnya  gugatan  Penggugat  sudah  

di t u j u kan  kepada  Pejaba t  yang  tepa t  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per imbangan- per t imbangan  

te rsebu t  d i  atas  Maje l i s  Hakim berpendapat  Ekseps i  Tergugat  

dan  Tergugat  I I  In te r vens i  huru f  (b )  mengena i  Gugatan  Kabur  

( Obscuur  L ibe l )  t i dak  cukup  alasan  menuru t  hukum  dan 

dinya takan  di to l ak  ;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  se lu ruh  Ekseps i  Tergugat  

dan  Tergugat  I I  In te r vens i  te lah  d inya takan  d i t o l a k  maka 

gugatan  Penggugat  secara  fo rma l  dapat  d i te r ima ,  se lan ju t nya  

Maje l i s  Hakim  akan  memper t imbangkan  sengke ta  in  casu  da lam 

pokok  perkaranya  :
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DALAM POKOK PERKARA

Menimbang,  bahwa  dar i  ura ian  Gugatan  Penggugat ,  Jawaban  

Tergugat  dan  Jawaban  Terguga t  I I  In te r vens i  ser ta  dar i  

Fakta - fak ta  dan  Bukt i - bukt i  yang  te rungkap  di  Pers idangan ,  

te rhadap  dal i l - da l i l  yang  diaku i  secara  tegas  atau  t i dak  

diban tah  oleh  para  pihak ,  harus lah  dianggap  merupakan  fak ta  

Hukum yang  benar  dan  te tap  seh ingga  t i dak  per lu  dibuk t i k an  

lag i  kebenarannya  ;

Menimbang,  bahwa  sesua i  dengan  kewenangan  Hakim 

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  yang  bers i f a t  akt i f  ( dominus  

l i t i s ) ,  maka  berdasarkan  Pasa l  107  Undang- Undang  Nomor  5 

Tahun  1986  Jo.  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  Maje l i s  Hakim  hanya  

mempert imbangkan  ala t - ala t  bukt i  yang  re levan  sa ja  sebaga i  

bahan  per t imbangan,  sedangkan  bukt i - bukt i  sura t  maupun 

kete rangan  saks i  yang  t i dak  re levan  dikesampingkan ,  namun 

te tap  di l amp i r kan  dalam berkas  perkara  yang  merupakan  bag ian  

yang  t i dak  te rp i sahkan  dengan  Putusan  in  l i t i s  ;

Menimbang,  bahwa  sete lah  Maje l i s  Hakim  mempela ja r i  

Gugatan ,  Repl i k ,  Bukt i  Sura t ,  Saks i  dan  Kesimpulan  dar i  

Penggugat  dihubungkan  dengan  Jawaban  dan  Bukt i  Sura t  dar i  

Tergugat  dan Terguga t  I I  In te r vens i ,  Maje l i s  Hakim menemukan  

fak ta - fak ta  hukum sebaga i  ber i ku t  :

- Bahwa  Penggugat  te lah  menikah  dengan  Andr i s  Kbarek  

(Terguga t  I I  In te r vens i )  berdasarkan  Sura t  Nikah  dar i  

Gere ja  Kr i s t en  In j i l i  d i  Tanah Papua Tangga l  10 Ju l i  2004  

(Buk t i  P- 2)  ;

- Bahwa Penggugat  ada lah  is t e r i  sah  Andr i s  Kbarek  (Terguga t  

I I  In te r vens i )  berdasarkan  Akta  Perkawinan  yang  te rmuat  

da lam  Sura t  Pencata tan  Sip i l  Dinas  Kependudukan  dan  

Pemukiman  Kabupaten  Biak  Numfor  Nomor  :  

474.2 /011 /V I I / 2 004  Tangga l  10 Ju l i  2004 (Buk t i  P- 3)  ;

- Bahwa Tergugat  I I  In te r vens i  te lah  mengajukan  permohonan  
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i j i n  bercera i  kepada  Gubernur  Prov ins i  Papua  Cq.  Kepala  

Badan  Pengelo la  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Prov ins i  Papua  

dengan  Sura t  Permohonan  te r t angga l  14  Apr i l  2010  (Buk t i  

T- 1)  ;

- Bahwa  kemudian  Tergugat  menerb i t kan  Sura t  Sekre ta r i s  

Badan Penge lo la  Keuangan  dan Aset  Daerah  (BPKAD)  Prov ins i  

Papua Nomor  :  900/149 /2010  Tangga l  11  Mei  2010  Per iha l  

Perse tu j uan  I j i n  Bercera i  (Buk t i  P- 1  =  T- 2 =  T. I I . I n t -

2)  ;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  fak ta - fak ta  hukum te rsebu t  

d i  atas  dan  dihubungkan  dengan  sega la  sesuatu  yang  te r j ad i  

se lama  proses  Pers idangan ,  Maje l i s  Hakim  akan  menguj i  

dan/a tau  meni la i  penerb i t an  objek  sengketa  in  casu ,  apakah  

te lah  sesua i  dengan  Pera tu ran  Perundang- Undangan  yang  

ber laku  dan/ atau  Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  yang  Baik  

sebaga imana  dimaksud  dalam Pasa l  53  ayat  ( 2)  huru f  ( a)  dan 

( b)  Undang- undang  Nomor  9 Tahun 2004 Jo.  Undang- Undang Nomor  

51 Tahun 2009 Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha   Negara   ;

Menimbang,  bahwa  sebe lum  melakukan  pengu j i an  dan/a tau  

pen i l a i a n  te rhadap  penerb i t an  objek  sengke ta  a quo  te r l eb i h  

dahu lu  Maje l i s  Hakim  akan  mempert imbangkan  kewenangan  

Tergugat  da lam  penerb i t an  objec tum  l i t i s  sebaga imana  

diu ra i kan  dibawah in i  ;

Menimbang,  bahwa  keten tuan  mengena i  apakah  Terguga t  

berwenang  dalam  menerb i t kan  ob jek  sengketa ,  Maje l i s  Hakim 

akan  menguj i nya  dengan  menggunakan  Pera tu ran  Pemer in tah  

Nomor  10 Tahun  1983  Jo.  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  45 Tahun  

1990  Tentang  Iz i n  Perkawinan  dan  Percera ian  Bagi  Pegawai  

Neger i  Sip i l  dan  Sura t  Edaran  Kepala  Badan  Kepegawaian  

Negara  Nomor  48/SE/1990  Tentang  Petun juk  Pelaksanaan  

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  45  Tahun  1990  Tentang  Perubahan  

Atas  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor 10 Tahun 1983 ;

Bahwa  keten tuan  Pasa l  3  Ayat  (1 )  Pera tu ran  Pemer in tah  

Nomor  45 Tahun 1990 menyatakan  sebaga i  ber i ku t  :

38

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai  Neger i  Sip i l  yang  akan  melakukan  percera i an  waj ib  
mempero leh  iz i n  atau  sura t  kete rangan  leb ih  dahu lu  dar i  
pe jaba t  ;

Bahwa keten tuan  Pasa l  1  huru f  (b )  Pera tu ran  Pemer in tah  

Nomor  10 Tahun 1983 menyatakan  sebaga i  ber i ku t  :

Pejaba t  adalah  :

1.   Menter i  ;
2.   Jaksa  Agung  ;
3.   Pimpinan  Lembaga Pemer in tah  Non Depar temen  ;
4.   Pimpinan  Kesekre ta r i a t a n  Lembaga Ter t i ngg i / T i ngg i  Negara  
;
5.   Gubernur  Kepala  Daerah  Tingka t  I  ;
6.   Pimpinan  Bank mi l i k  Negara  ;
7.   Pimpinan  Badan Usaha mi l i k  Negara  ;
8.   Pimpinan  Bank mi l i k  Daerah  ;
9.   Pimpinan  Badan Usaha mi l i k  Daerah  ;

Bahwa  Andr i s  Kbarek  (Terguga t  I I  In te r vens i )  adalah  

Pegawai  Neger i  Sip i l  pada  Badan  Pengelo la  Keuangan  dan  Aset  

Daerah  (BPKAD) Prov ins i  Papua ;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  keten tuan  Pasa l  3  Ayat  (1 )  

dan  Pasa l  1  huru f  (b )  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  10  Tahun  

1983 Jo.  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  45 Tahun  1990  a  quo  

dihubungkan  dengan  fak ta  bahwa  Andr i s  Kbarek  (Terguga t  I I  

In te r vens i )  merupakan  Pegawai  Neger i  Sip i l  d i  l i ngkungan  

Pemer in tah  Prov ins i  Papua,  maka  pember ian  iz i n  percera ian  

dibe r i kan  oleh  Gubernur  Prov ins i  Papua  ;

Menimbang,  bahwa keten tuan  Pasal  14  Pera tu ran  Pemer in tah  

Nomor  10 Tahun 1983 Jo.  Bagian  VI I  Sura t  Edaran  Kepala  Badan 

Kepegawaian  Negara  Nomor  48/SE/1990  Pejabat  sebaga imana  

dimaksud  dalam Pasal  1 huru f  (b )  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  

10  Tahun  1983 te rsebu t  dapat  mendelegas i kan  wewenangnya  

kepada  Pejaba t  la i n  da lam  l i ngkungannya  serendah- rendahnya  

Pejaba t  Eselon  IV  atau  yang  set i ngka t  dengan  i t u  yang  

se lengkapnya  dinya takan  sebaga i  ber i ku t  :

Pejaba t  dapat  mendelegas i kan  sebag ian  wewenangnya  kepada  
Pejaba t  la i n  da lam l i ngkungannya  serendah- rendahnya  Pejaba t  
Eselon  IV  atau  yang  set i ngka t     dengan  i t u  mengena i  
peno lakan  atau  pember ian  i j i n  atau  sura t  kete rangan  untuk  
melakukan  percera i an  atau  ber i s t r i  leb ih  dar i  seorang  bag i  
Pegawai  Neger i  Sip i l  yang   berpangka t  Pengatu r  Tingka t  I  
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golongan  ruang  I I / d  ke  bawah dan yang  set i ngka t  dengan i t u  ;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  keten tuan  te rsebu t  d i  atas  

dihubungkan  dengan  sengke ta  in  casu ,  Gubernur  Prov ins i  Papua 

dapat  mendelegas i kan  wewenangnya  kepada  Sekre ta r i s  Badan  

Badan  Pengelo la  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD)  Prov ins i  

Papua sebaga i  Pejaba t  Eselon  I I I  untuk  member i kan  i j i n  

percera i an  bag i  Andr i s  Kbarek  (Terguga t  I I  In te r vens i )  yang  

berpangka t  Penata  Muda  Golongan  Ruang  I I I / a  pada  Badan 

Pengelo la  Keuangan dan Aset  Daerah  (BPKAD)  Prov ins i  Papua ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keten tuan  Pasa l  1  huru f  

(b ) ,  Pasal  3  Ayat  (1 )  dan  Pasa l  14  Pera tu ran  Pemer in tah  

Nomor  10 Tahun  1983 Jo.  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  45 Tahun 

1990  dan  Bagian  VI I  Sura t  Edaran  Kepala  Badan  Kepegawaian  

Negara  Nomor  48/SE/1990 ,  Maje l i s  Hakim  berkes impu lan  bahwa 

Tergugat  berwenang  menerb i t kan  Sura t  Sekre ta r i s  Badan 

Pengelo la  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD)  Prov ins i  Papua 

Nomor  :  900/149 /2010  Tangga l  11 Mei  2010 Per iha l  Perse tu j uan  

I j i n  Bercera i  (ob jek  sengketa )  ;

Menimbang,  bahwa se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  menguj i  

penerb i t an  objek  sengketa  in  casu  ba ik  secara  prosedura l  

maupun subs tans inya  dengan  per t imbangan- per t imbangan  sebaga i  

ber i ku t  ;

Menimbang,  bahwa  keten tuan  mengena i  permohonan  iz i n  

percera i an  bag i  Pegawai  Neger i  Sip i l  d ia tu r  da lam  Pasa l  3  

Ayat  (1 )  dan  Pasal  5  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  10  Tahun  

1983  Jo.  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  45  Tahun  1990  Tentang  

Iz i n  Perkawinan  dan  Percera i an  Bagi  Pegawai  Neger i  Sip i l  

yang  menyatakan  sebaga i  ber i ku t  :

Pasa l  3  Ayat  1

:

Pegawai  Neger i  Sip i l  yang  akan  melakukan  
percera ian  waj ib  mempero leh  iz i n  atau  sura t  
kete rangan  leb ih  dahu lu  dar i  pe jaba t  ;
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Pasa l  5  Ayat  1  

:

Permin taan  iz i n  sebaga imana  dimaksud  dalam  
Pasal  3  dan  Pasa l  4  dia jukan  kepada  Pejaba t  
mela lu i  sa lu ran  te r t u l i s  ;

Pasa l  5  Ayat  2

:

Set iap  atasan  yang  mener ima  permin taan  iz i n  
dar i  Pegawai  Neger i  Sip i l  da lam l i ngkungannya ,  
ba ik  untuk  melakukan  percera i an  dan atau  untuk  
ber i s t r i  leb ih  dar i  seorang  waj i b  member ikan  
per t imbangan  dan  meneruskannya  kepada  pe jaba t  
mela lu i  sa lu ran  hie ra r k i  dalam  jangka  waktu  
se lambat - lambatnya  t i ga  bulan  te rh i t ung  mula i  
tangga l  ia  mener ima  permin taan  iz i n  dimaksud  ;

Menimbang,  bahwa Andr i s  Kbarek  (Terguga t  I I  In te r vens i )  

te lah  mengajukan  permohonan  iz i n  bercera i  secara  te r t u l i s  

dengan  sura t  te r t angga l  14  Apr i l  2010  (v i de  Bukt i  T- 1  = 

T. I I . I n t - 1)  se lan ju t nya  atas  permohonan  te rsebu t  Tergugat  

da lam  Jawabannya  menyatakan  te l ah  memper t imbangkan  alasan-

alasan  yang  te rmuat  da lam  permohonan  te rsebu t  dan  dalam 

Pers idangan  tangga l  08  Februar i  2011  Tergugat  menyatakan  

te lah  meneruskan  hal  te rsebu t  dengan  berkoord inas i  secara  

hie ra r k i s  kepada  Kepala  Badan  Pengelo la  Keuangan  dan  Aset  

Daerah  (BPKAD)  Prov ins i  Papua  hingga  kemudian  menerb i t kan  

Sura t  Sekre ta r i s  Badan  Pengelo la  Keuangan  dan  Aset  Daerah  

(BPKAD) Prov ins i  Papua Nomor  :  900/149 /2010  Tangga l  11  Mei  

2010 Per iha l  Perse tu j uan  I j i n  Bercera i  (v ide  Bukt i  P- 1 = T- 2 

=  T. I I . I n t - 2  dan  Ber i t a  Acara  Pers idangan  Tangga l  08  

Februar i  2011)  ;

Menimbang,  bahwa  menuru t  Pasal  6  Ayat  (3 )  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  10 Tahun 1983 beser ta  Penje lasannya  sebe lum  

member ikan  perse tu j uan  te rhadap  permohonan  iz i n  bercera i ,  

Pejaba t  berusaha  te r l eb i h  dahu lu  merukunkan  suami - is t e r i  

dengan  cara  memanggi l  mereka  untuk  diber i kan  nasehat  secara  

langsung  yang  se lengkapnya  dinya takan  sebaga i  ber i ku t  :
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Sebelum  mengambi l  keputusan ,  Pejaba t  berusaha  leb ih  dahu lu  
merukunkan  kembal i  suami  i s t e r i  yang  bersangku tan  dengan  
cara  memanggi l  mereka  secara  langsung  untuk  dibe r i  nasehat  ;

Penje lasan :

Pada  dasarnya ,  da lam  rangka  usaha  merukunkan  
kembal i  i s t e r i  yang  bersangku tan ,  Pejaba t  harus  
memanggi l  mereka  secara  langsung  dan  member ikan  
nesehat  secara  pr ibad i .  Tetap i  apab i l a  tempat  
kedudukan  Pejaba t  dan  tempat  suami / i s t e r i  yang  
bersangku tan  ber jauhan ,  maka  Pejaba t  dapat  
memer in tahkan  Pejaba t  la i n  da lam  l i ngkungannya  
untuk  berusaha  merukunkan  kembal i  suami / i s t e r i  
te rsebu t  ;

Menimbang,  bahwa  keten tuan  leb ih  lan ju t  mengenai  upaya  

merukunkan  kembal i  suami - is t e r i  d ia tu r  leb ih  lan ju t  da lam 

Bagian  I I  Angka  8  Sura t  Edaran  Kepala  Badan  Kepegawaian  

Negara  Nomor 48/SE/1990  yang menyatakan  sebaga i  ber i ku t  :

Set iap   atasan   dan   pe jaba t   yang  mener ima   sura t  
pember i t ahuan   adanya  gugatan  percera i an  harus  melaksanakan  
tugas  dan wewenangnya  seper t i  da lam  ha l  mener ima  permin taan  
i j i n   percera ian ,   ya i t u  waj ib  merukunkan  kembal i   kedua  
belah   p ihak   dan   apab i l a   per lu   dapat   memanggi l   atau  
meminta  kete rangan  dar i  p ihak - pihak  yang  bersangku tan  ;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  da lam  gugatannya  menyatakan  

t i dak  pernah  dipangg i l  untuk  dipe r t emukan  dengan  suaminya  /  

Andr i s  Kbarek  (Terguga t  I I  In te r vens i )  untuk  upaya  

merukunkan  kembal i  Penggugat  dan suaminya  ;

Menimbang,  bahwa te rhadap  dal i l  te rsebu t  Tergugat  da lam 

Pers idangan  tangga l  08  Februar i  2011  mengaku i  t i dak  pernah  

memanggi l  Penggugat  namun  pemanggi l an  te rhadap  Penggugat  

pernah  d i l akukan  oleh  is t e r i  Kepala  Badan Penge lo l a  Keuangan  

dan  Aset  Daerah  (BPKAD)  Prov ins i  Papua  dalam  kapas i t as  

sebaga i  Ketua  Dharma  Wani ta  Badan  Pengelo la  Keuangan  dan  

Aset  Daerah  (BPKAD)  Prov ins i  Papua  (v i de  Ber i t a  Acara  

Pers idangan  Tangga l  08 Februar i  2011)  ;

Menimbang,  bahwa  dar i  fak ta - fak ta  hukum  te rsebu t  

d ihubungkan  dengan  keten tuan  yang  mengatu rnya ,  t i ndakan  
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Tergugat  menerb i t kan  objek  sengketa  tanpa  te r l eb i h  dahu lu  

mempertemukan  secara  langsung  Penggugat  dan  Tergugat  I I  

In te r vens i  da lam  upaya  merukunkan  kembal i  suami / i s t e r i  

te rsebu t  te lah  menyalah i  prosedur  yang  di ten tukan  pera tu ran  

perundang- undangan  karena  secara  nyata  te l ah  dengan  senga ja  

melanggar  keten tuan  Pasa l  6  Ayat  (3 )  a quo ,  ha l  mana da lam 

Penje lasan  Pasal  6  Ayat  (3 )  a  quo  memanggi l  dan 

mempertemukan  suami / i s t e r i  secara  langsung  harus  d i l akukan  

dan  menuru t  Bagian  I I  Angka  8  Sura t  Edaran  Kepala  Badan  

Kepegawaian  Negara  Nomor  48/SE/1990  merukunkan  kembal i  

suami / i s t e r i  te rsebu t  waj ib  d i l aksanakan  oleh  Pejaba t  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan- per t imbangan  

te rsebu t  t i ndakan  Tergugat  menerb i t kan  ob jek  sengketa  te l ah  

ber ten tangan  dengan  Pasa l  6  Ayat  (3 )  Pera tu ran  Pemer in tah  

Nomor  10  Tahun  1983  Tentang  Iz i n  Perkawinan  dan  Percera ian  

Bagi  Pegawai  Neger i  Sip i l  Jo.  Bagian  I I  Angka  8 Sura t  Edaran  

Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara  Nomor  48/SE/1990  Tentang  

Petun juk  Pelaksanaan  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  45  Tahun  

1990  Tentang  Perubahan  Atas  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  10  

Tahun  1983,  seh ingga  Maje l i s  Hakim  berpendapat  t i ndakan  

Tergugat  menerb i t kan  objek  sengketa  te lah  mengandung  cacat  

secara  yur id is  prosedura l  ;

Menimbang,  bahwa se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  menguj i  

penerb i t an  objek  sengketa  in  casu  secara  subs tans inya  dengan  

per t imbangan- per t imbangan  sebaga i  ber i ku t  ;

Menimbang,  bahwa menuru t  Pasal  39 Ayat  (2 )  Undang- Undang  

Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  percera i an  dapat  

d i l akukan  j i ka  ada  alasan  yang  cukup  bahwa suami  is t e r i  i t u  

t i dak  dapat  d i rukunkan  kembal i  yang  se lengkapnya  menyatakan  

sebaga i  ber i ku t  :

Untuk  melakukan   percera ian  harus  ada  cukup  a lasan  bahwa  
anta ra  suami  i s t r i  i t u  t i dak  akan  dapat  rukun  sebaga i  suami  
i s t e r i  ;
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Menimbang,  bahwa  keten tuan  mengena i  ha l - ha l  yang  dapat  

d i j ad i kan  a lasan  permohonan  iz i n  percera i an  bag i  Pegawai  

Neger i  Sip i l  d ia tu r  Pasal  7  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  10  

Tahun 1983 yang  menyatakan  sebaga i  ber i ku t  :

Ayat  1 :

Iz i n  untuk  bercera i  dapat  d ibe r i k an  oleh  Pejaba t  
apab i l a  didasarkan  pada  alasan- alasan  yang  
di t e t apkan  oleh  pera tu ran  perundang- undangan  dan  
keten tuan - keten tuan  dalam Pera tu ran  Pemer in tah  in i  ;

Ayat  2 :

Iz i n  untuk  bercera i  karena  a lasan  is t e r i  mendapat  
cacat  badan  atau  penyak i t  dengan  ak iba t  t i dak  dapat  
menja lankan  kewaj i bannya  sebaga i  i s t e r i ,  t i dak  
dibe r i kan  oleh  Pejaba t  ;

Ayat  3 :

Iz i n  untuk  bercera i  t i dak  dibe r i k an  oleh  Pejaba t  
apab i l a  :

a. ber ten tangan  dengan  aja ran /pe ra tu r an  agama  yang  
dianu t  Pegawai  Neger i  Sip i l  yang bersangku tan  ;

b. t i dak  ada  alasan  sebaga imana  dimaksud  da lam ayat  
(1 )  ;

c . ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  
yang  ber l aku ;  dan/a tau

d. alasan  yang  d ikemukakan  ber ten tangan  dengan  aka l  
sehat  ;

Menimbang,  bahwa keten tuan  leb ih  lan ju t  mengenai  ha l - ha l  

yang  dapat  d i j ad i kan  alasan  permohonan  iz i n  percera i an  bag i  

Pegawai  Neger i  Sip i l  d ia tu r  da lam  Bagian  I I  Angka  5  Sura t  

Edaran  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara  Nomor  48/SE/1990  

Tentang  Petun juk  Pelaksanaan  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  45  

Tahun 1990 Tentang  Perubahan  Atas  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  

10 Tahun 1983 sebaga i  ber i ku t  :

a. Salah  satu  p ihak  berbua t  z ina  ;

b. Salah  satu  p ihak  menjad i  pemabuk,  pemadat ,  dan  pen jud i  
yang  sukar  disembuhkan  ;

c . Salah  satu  p ihak  meningga lkan  pihak   la i n  se lama  dua  
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tahun  ber tu ru t - tu ru t   tanpa   i j i n   p ihak   la i n   dan  
tanpa   a lasan   yang   sah  ser ta   tanpa  member i kan   nakfah  
lah i r   maupun  bat i n   atau   karena   ha l   la i n   d i   lua r  
kemampuannya  ;

d. Salah   satu   p ihak   mendapat   hukuman   penja ra   l ima  
tahun   atau  hukuman  yang   leb ih   bera t   secara   te rus -
menerus   sete lah   perkawinan  ber langsung  ;

e. Salah  satu  p ihak  melakukan  keke jaman  atau  pengan iayaan  
bera t  ba ik  lah i r  maupun  bat i n  yang  membahayakan  p ihak  
la i n  ;

f . Antara   suami   dan   i s t r i   te rus   menerus   te r j ad i  
perse l i s i h an   dan per tengkaran   dan  t i dak   ada  harapan  
untuk   h idup   rukun   lag i   da lam rumah tangga  ;

Menimbang,  bahwa  alasan  permohonan  iz i n  percera i an  

sebaga imana  te rcan tum  dalam Sura t  Permohonan  Iz i n  Percera i an  

yang  dia jukan  Andr i s  Kbarek  (Terguga t  I I  In te r vens i )  pada  

pokoknya  ada lah  sebaga i  ber i ku t  :

Bahwa anta ra  suami  dan  is t e r i  te r j ad i  perse l i s i h an  dan  

per tengkaran  te rus  menerus  dan  t i dak  ada  harapan  lag i  untuk  

mempertahankan  bahte ra  keh idupan  rumah tangga  ;

Bahwa anta ra  suami  dan  is t e r i  te l ah  beberapa  ka l i  p isah  

meja  dan  tempat  t i du r  ( sche id i ng  van  ta fe l  en bed  /  par t i ng  

of  tab le  and bed )  se jak  tangga l  20 Februar i  2009  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  a lasan- asa lan  te rsebu t  

d ihubungkan  dengan  keten tuan  te rsebu t  d i  atas ,  Maje l i s  Hakim  

menyimpulkan  bahwa  alasan  permohonan  cera i  Tergugat  I I  

In te r vens i  adalah  sama sebaga imana  te rcan tum  dalam  Pasa l  7 

Ayat  (1 )  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  10 Tahun 1983 Jo.  Bagian  

I I  Angka  5  huru f  ( f )  Sura t  Edaran  Kepala  Badan  Kepegawaian  

Negara  Nomor 48/SE/1990  a quo  ;

Menimbang,  bahwa  mengenai  a lasan  permohonan  iz i n  

percera i an  sebaga imana  te rcan tum  dalam  Bagian  I I  Angka  (5 )  

huru f  ( f )  Sura t  Edaran  Kepala  Badan Kepegawaian  Negara  Nomor  

48/SE/1990  a  quo  d ia tu r  leb ih  te rpe r i n c i  dalam  Bagian  I I I  

Angka  (2)  huru f  ( f )  Sura t  Edaran  Kepala  Badan  Kepegawaian  

Negara  Nomor  08/SE/1983  Tentang  I j i n  Perkawinan  dan  

Percera ian  Bagi  Pegawai  Neger i  Sip i l  yang  menyatakan  sebaga i  
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ber i ku t  :

Antara   suami   dan   i s t r i   te rus   menerus   te r j ad i  
perse l i s i h an   dan  per tengkaran   dan  t i dak  ada  harapan  untuk  
hidup  rukun  lag i  da lam rumah tangga ,  yang  dibuk t i k an  dengan  
sura t  pernya taan  dar i  Kepala  Kelurahan /Kepa la  Desa  yang  
disahkan  oleh  Pejaba t  yang  berwaj i b  serendah- rendahnya  
Camat  ;

Menimbang,  bahwa  sete lah  mencermat i  dengan  seksama 

keten tuan  te rsebu t ,  Maje l i s  Hakim  menemukan  2  (dua)  unsur  

utama  yang  menjad i  pokok  pik i r an  ( main  idea )  keten tuan  

te rsebu t  Per tama :  Terus  menerus  te r j ad i  perse l i s i h an  dan  

per tengkaran ,  dan  Kedua :  Tidak  ada  harapan  untuk  hidup  

rukun  lag i  da lam rumah tangga  ;

Menimbang,  bahwa  dua  unsur  te rsebu t  bers i f a t  kumula t i f  

seh ingga  t i dak  dapat  d ip i sah - pisahkan  ;

Menimbang,  bahwa dalam Pers idangan  baik  Penggugat  maupun 

Tergugat  I I  In te r vens i  sama- sama  mengaku i  te l ah  te r j ad i  

perse l i s i h an  dan  per tengkaran  secara  te rus  menerus  da lam 

rumah tangganya ,  seh ingga  te rhadap  unsur  Per tama  te rsebu t  d i  

atas  te lah  te rbuk t i  kebenarannya  di  Pers idangan  oleh  

karenanya  t i dak  per lu  dipe r t imbangkan  lag i  ;

Menimbang,  bahwa unsur  Kedua mengena i  Tidak  ada  harapan  

untuk  h idup  rukun  lag i  da lam  rumah  tangga  hanya  d i t emukan  

dalam da l i l  Jawaban  Tergugat  dan  Tergugat  I I  In te r vens i  dan  

te rhadap  hal  te rsebu t  ba ik  Tergugat  maupun  Tergugat  I I  

In te r vens i  t i dak  dapat  mengajukan  satu  ala t  bukt i pun  untuk  

menguatkan  da l i l  te rsebu t  sebaga imana  di ten tukan  dalam 

Bagian  I I I  Angka  (2 )  huru f  ( f )  Sura t  Edaran  Kepala  Badan  

Kepegawaian  Negara  Nomor 08/SE/1983      a quo  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan- per t imbangan  

te rsebu t  penerb i t an  objek  sengketa  t i dak  sesua i  dengan  Pasal  

7 Ayat  (1 )  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  10 Tahun  1983  Tentang  

Iz i n  Perkawinan  dan Percera i an  Bagi  Pegawai  Neger i  Sip i l  Jo.  

Bagian  I I  Angka  (5)  huru f  ( f )  Sura t  Edaran  Kepala  Badan  

Kepegawaian  Negara  Nomor  48/SE/1990  Tentang  Petun juk  
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Pelaksanaan  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  45 Tahun 1990  Tentang  

Perubahan  Atas  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  10 Tahun  1983  Jo.  

Bagian  I I I  Angka  (2 )  huru f  ( f )  Sura t  Edaran  Kepala  Badan  

Kepegawaian  Negara  Nomor  08/SE/1983  Tentang  I j i n  Perkawinan  

dan  Percera ian  Bagi  Pegawai  Neger i  Sip i l ,  seh ingga  menuru t  

Maje l i s  Hakim  penerb i t k an  objek  sengketa  te l ah  mengandung  

cacat  secara  yur id is  substansia l  ;

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  objek  sengketa  te l ah  

dinya takan  caca t  ba ik  secara  prosedur  maupun  substans inya  

maka  Maje l i s  Hakim  t i dak  per l u  lag i  meni la i  pe langgaran  

te rhadap  Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  yang  Baik  sebaga imana  

dida l i l k a n  Penggugat  da lam  gugatannya  dan  o leh  karenanya  

te rhadap  tun tu tan   Penggugat  yang  memohon  agar  Pengadi l an  

menyatakan  bata l  ob jek  sengke ta     in  casu  sudah  cukup  

bera lasan  menuru t  hukum dan harus  dikabu l kan  ;

Menimbang,  bahwa  sega la  sesuatu  yang  te l ah  

dipe r t imbangkan  dalam pokok  perkara  sepan jang  te rka i t  dengan  

Tergugat  I I  In te r vens i  d ianggap  pula  secara  muta t i s  mutand is  

merupakan  bag ian  dalam per t imbangan  in i  ;

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  objek  sengketa  yang  

di t e rb i t k an  o leh  Tergugat  te l ah  dinya takan  bata l  sebaga imana  

per t imbangan  dalam  pokok  perkara  te rsebu t  d i  atas ,  maka 

tun tu tan  Tergugat  I I  In te r vens i  yang  memohon  kepada  

Pengad i l an  agar  menolak  gugatan  Penggugat  harus  d inya takan  

t i dak  bera lasan  menuru t  hukum dan harus  di to l a k  ;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  keten tuan  Pasa l  97 Ayat  (9 )  

huru f  (a )  Undang- Undang Nomor  5 Tahun 1986 Jo.  Undang- Undang  

Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  

Pengad i l an  da lam  Putusannya  dapat  memer in tahkan  Terguga t  

untuk  mencabut  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  di te rb i t k an  

te rsebu t ,  o leh  karena  ob jek  sengke ta  te lah  dinya takan  bata l  

maka  tehadap  tun tu tan  Penggugat  agar  Pengad i l an  

memer in tahkan  Tergugat  untuk  mencabut  ob jek  sengke ta  sudah  

sepatu tnya  untuk  dikabu l kan  ;

Menimbang,  bahwa o leh  karena  se lu ruh  tun tu tan  Penggugat  
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di  atas  te l ah  d ikabu l kan  oleh  Maje l i s  Hakim,  maka  gugatan  

Penggugat  dinya takan  dikabulkan  untuk  seluruhnya  ;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  dan  Tergugat  I I  In te r vens i  

da lam  perkara  in i  adalah  pihak  yang  ka lah ,  maka dengan 

berpedoman  pada  keten tuan  Pasa l  110  Undang- Undang  Nomor  5  

Tahun  1986 Jo.  Undang- Undang  Nomor  51 Tahun  2009 Tentang  

Perad i l an  Tata  Usaha Negara ,  kepada  Tergugat  dan Tergugat  I I  

In te r vens i  d ibeban kan  untuk  membayar  biaya  perkara  secara  

tanggung  ren teng  yang  besarnya  akan  d i t e t apkan  dalam  amar  

Putusan  in i  ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  bukt i - bukt i  sura t  maupun 

kete rangan  saks i  yang  t i dak  d ipe r t imbangkan  oleh  Maje l i s  

Hakim  karena  din i l a i  t i dak  ada  re levens inya  dan  te tap  

di l amp i r kan  dalam  berkas  perkara  in  l i t i s  sebaga i  bagian  

yang  t i dak  te rp i sahkan  dengan  Putusan  in i  ;

Memperhat i kan  keten tuan  dalam  Undang- Undang   Nomor  5 

Tahun  1986  Jo.  Undang- Undang  Nomor  51 Tahun  2009  Tentang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun 

1974  Tentang  Perkawinan ,  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  10 Tahun  

1983  Jo.  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  45  Tahun  1990  Tentang  

Iz i n  Perkawinan  dan Percera i an  Bagi  Pegawai  Neger i  Sip i l  dan  

Pera tu ran  Perundang- Undangan  la i nnya  yang  berka i t an  dengan  

perkara  in i  :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  M E N G A D I  L I  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM EKSEPSI

Menolak  Ekseps i  Tergugat  dan  Tergugat  I I  In te r vens i  untuk  

se lu ruhnya  ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya  ;
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2. Menyatakan  bata l  Sura t  Sekre ta r i s  

Badan  Pengelo l a  Keuangan  dan  Aset  

Daerah  (BPKAD) Prov ins i  Papua Nomor  :  

900/149 /2010  Tangga l  11  Mei  2010  

Per iha l  Perse tu j uan  I j i n  Bercera i  ;

3. Memer in tahkan  Tergugat  untuk  mencabut  

Sura t  Sekre ta r i s  Badan  Pengelo l a  

Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD)  

Prov ins i  Papua Nomor  :  900/149 /2010  

Tanggal  11  Mei  2010  Per iha l  

Perse tu j uan  I j i n  Bercera i  ;

4. Menghukum  Tergugat  dan  Tergugat  I I  

In te r vens i  untuk  membayar  Biaya  

Perkara  secara  bersama- sama  sebesar  

Rp.  472.000 , -  ( Empat  Ratus  Tujuh  Puluh  

Dua Ribu  Rupiah )  ;

Demik ian  d ipu tuskan  dalam  Rapat  Permusyawara tan  Maje l i s  

Hakim  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  pada  har i  Rabu 

tangga l  23  Februar i  2011,  yang  te rd i r i  dar i  JAMRES SARAAN,  

S. H. ,  se laku  Hakim Ketua  Maje l i s ,  JOSIANO L.  HALIWELA,  S. H.  

dan  ERICK S.  SIHOMBING,  S.H. ,  masing- masing  se laku  Hakim 

Anggota .  Putusan  mana  d iucapkan  da lam  Pers idangan  yang  

te rbuka  untuk  umum pada  har i  Senin  tangga l  28  Februar i  2011  

oleh  Hakim Ketua  Maje l i s  dengan  didamping i  o leh  Hakim- Hakim 

Anggota  te rsebu t  dengan  diban tu  o leh  DERISTA H.  MALAU, SH. ,  

se laku  Pani te ra  Penggant i  Pengadi l an  Tata  Usaha   Negara  

Jayapura   yang   d ihad i r i   o leh   Penggugat  Pr ins i pa l ,  Kuasa  

Hukum

Penggugat ,  Kuasa  Hukum Terguga t  dan  Kuasa  Hukum Tergugat  I I  

In te r vens i  ;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,
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JOSIANO L.  HALIWELA, S.H. JAMRES SARAAN, S.H.

 ERICK S.  SIHOMBING, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

DERISTA H.  MALAU,  S.H.

Per inc i an  Biaya  Perkara  :

1

.

Pendaf ta ran  

Gugatan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp

.

30.000 , -

2 Panggi l an  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp 420.000 , -

50

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3

.

Matera i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp

.

12.000 , -

4

.

Redaks i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp

.

10.000 , -

J U M L A H Rp
.

472.000 , -

( Empat  Ratus  Tujuh  Puluh  Dua 

Ribu  Rupiah )
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